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MOTTO 
 او الوُسَّرلا اوُعيِطاأاو اَّللَّا اوُعيِطاأ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ َااانا َ  َِِا ْأَ ُ نِم ِر أَما ْأَا ُِِوأ ْأَ ُتأَع
 ُنِمأَؤ َُ ْأَ ُتنُك  ِإ ِلوُسَّرلااو َِّللَّا الَِإ ُهوُّدُرا َ ٍء أَياش فِ ِل
 اَٰ ِر ِِ ْأَا ِِأَوا يأَلااو َِّللَّ ِِ  ا و  رأَ ي ِا  اك
يِوأَاتَ ُناس أَحاأاو الً[٩٥:٤] 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” 
 
(QS. An-Nisa>’[4]: 59) 
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ABSTRAK 
Siti Fatimah NIM: 14.21.1.1.160 “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 
KONSUMEN TENTANG PEMBATASAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR 
GAS BERSUBSIDI DI KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN 
KARANGANYAR (ANALISIS MAS{LAH{AH MURSALAH)”.  
LPG (Liquified Petroleum Gas) menjadi pilihan pengganti Minyak Tanah. 
Alasan terpenting adalah biaya produksi LPG lebih murah dibanding Minyak 
Tanah. Melambungnya harga LPG 3 Kg yang dirasakan masyarakat Kecamatan 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar ketika pasokan LPG 3 Kg dikurangi. Hal ini 
memberikan dampak kepada masyarakat yang mengeluhkan mahalnya harga yang 
ditawarkan sub penyalur/pangkalan maupun pengecer LPG 3 kg. Sedangkan 
pemerintah telah menetapkan pembatasan harga yang seharusnya menjadi 
ketentuan setiap sub penyalur/pangkalan dan belum menetapkan regulasi kepada 
spekulan (pengecer). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi pembatasan 
harga, bentuk pengawasan dan mata rantai pendistribusian serta upaya pemerintah 
dalam perlindungan terhadap konsumen. Kemudian analisis Mas{lah{ah Mursalah 
digunakan untuk mengetahui sisi perlindungaan hukum bagi konsumen terhadap 
sistem distribusi di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian 
lapangan (field research) dengan cara wawancara, dan dokumentasi, serta analisis 
menggunakan metode induktif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar. 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dilihat dari segi Perlindungan 
Konsumen kurang terlindungi, karena beberapa alasan antara lain: regulasi masih 
sangat lemah hanya berupa imbauan, pengawasan minim dan kurang memadai, 
serta mata rantai pendistribusian tidak terkontrol. Tindakan yang dilakukan oleh 
Negara untuk memproteksi itu merupakan upaya untuk menjaga kemas}lah}atan 
konsumen dan jaminan layanan warga negara. Kemudian analisis Mas{lah{ah 
Mursalah digunakan untuk melihat dari perspektif hukum Islam tentang 
perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatasan HET (Harga Eceran 
Tertinggi) yang ditinjau untuk kemaslahatan masyarakat. Memperjuangkan hak-
hak konsumen/masyarakat miskin/kurang mampu untuk mendapatkan hak-hak 
yang selayaknya.   
 
 
Kata kunci : LPG 3 Kg, Perlindungan Konsumen, dan Mas}lah}ah Mursalah. 
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ABSTRACT  
Siti Fatimah. 2018. SRN: 14.21.1.1.160 “LEGAL PROTECTION FOR 
CONSUMER CONCERNING RESTRICTED PRICE SELLING OF GAS 
SUBSIDIEZ IN SUB-DISTRICT OF MOJOGEDANG KARANGANYAR  
REGENCY (MAS{LAH{AH MURSALAH ANALYSIS)”.  
LPG (Liquified Petroleum Gas) becomes the choice of Petroleum substitute. 
The most important reason is the cost of producing LPG is cheaper than Kerosene. 
The soaring price of LPG 3 Kg felt by the people of Mojogedang Sub-district, 
Karanganyar Regency, when the supply of LPG 3 Kg is reduced. It has an impact on 
the communities, there is complaining about the high price offered by subdealers / 
bases and 3 kg LPG retailers. While, the government had a set price of restriction 
that should be the provision of each sub-dealer/ based and has not set regulations to 
speculators (retailers).  
The purpose of this research is to know the regulation of price restriction, 
supervision form and distribution channel and government effort in consumer 
protection. Then the analysis of Mas{lah{ah Mursalah used to know the side of legal 
protection for consumers of the distribution system in Mojogedang district 
Karanganyar regency. 
This research uses qualitative research method of field research type (field 
research) by interview, and documentation, and analysis using inductive method. The 
location of this research in Mojogedang district Karanganyar regency. 
The results of this study explain that in terms of Consumer Protection is less 
protected, for several reasons, among others: the regulation is still very weak only in 
the form of appeal, minimal supervision and inadequate, and uncontrolled 
distribution chain. The action taken by the State to protect it is an attempt to 
safeguard the packaging of the consumer and the guarantee of the citizen's services. 
It is then analyzed that Mas{lah{ah Mursalah is used to see from the perspective of 
Islamic law the protection of the law for the consumer against the restriction of HET 
(Highest Retail Price) reviewed for the benefit of society. Fight for the rights of 
consumers / poor / less able to get the rights they deserve. 
 
 
 
  
Keywords: LPG 3 KG Subsidized, consumer protection and Mas{lah{ah Mursalah. 
  
  
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
LPG merupakan singkatan dari Liquified Petroleum Gas yang artinya gas 
yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang 
telah difraksionasi. LPG (Liquified Petroleum Gas) menjadi pilihan pengganti 
Minyak Tanah. Alasan terpenting adalah biaya produksi LPG lebih murah 
dibanding Minyak Tanah.
1
 Selain biaya produksi lebih murah, dalam biaya 
pemakaian LPG untuk keperluan memasak juga lebih hemat. Pemerintah 
memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membantu kegiatan 
ekonomi rakyatnya, terutama untuk rakyat miskin. Barang subsidi salah 
satunya LPG 3 Kg diberikan secara gratis oleh pemerintah. Masyarakat yang 
mendapatkan bantuan LPG 3 Kg secara gratis adalah masyarakat yang telah 
terdaftar dan memenuhi kriteria miskin.  
Kriteria miskin diberikan berdasarkan BKKBN (Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana) menggunakan ukuran kemiskinan dengan kelompok 
keluarga pra sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1).  
Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak mempunyai 
kemarnpuan untuk (1) menjalankan perintah agama dengan baik, (2) minimum 
                                                          
1 Lihat lagi pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Konversi Minyak Tanah ke 
LPG: Menggerakkan Perekonomian, Menghemat Energi dalam http://www3.esdm.go.id/berita/56-
artikel/4011-konversi-minyak-tanah-ke-lpg-menggerakkan-perekonomian-menghemat-energi.html 
di unduh pada 02 Maret 2018 jam 09.45 WIB. 
 
2 
 
 
makan 2x sehari, (3) membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, 
(4) menyemen lantai rumah lebih dari 80%, (5) berobat ke puskesrnas bila 
sakit.  
Kemudian, Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang tidak 
berkemampuan untuk: (1) melaksanakan perintah agama dengan baik, (2) 
minimum 1 x per minggu makan daging/telor/ikan, (3) membeli satu stel 
pakaian pertahun, (4) rata-rata luas lantai rumah 8 m
2
 per anggota keluarga. (5) 
tidak ada anggota keluarga umur 10-60 tahun yang buta huruf, (6) semua anak 
antara 5-15 tahun bersekolah, (7) satu dari anggota keluarga mempunyai 
penghasilan rutin atau tetap dan (8) tidak ada yang sakit selama 3 bulan dan 
tidak pernah absen.  
Oleh karena itu, dapat juga dipahami bahwa masyarakat yang tidak 
tergolong kepada kriteria mendapatkan subsidi minyak tanah, maka mereka 
tidak mendapatkan bantuan LPG 3 Kg tersebut. Namun pada kenyataanya, 
supply barang tidak tepat sasaran dan mata rantai pendistribusian tidak 
terkontrol. 
Salah satu problematika yang dirasakan masyarakat di Kecamatan 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar, yakni melambungnya harga LPG ketika 
pasokan LPG dikurangi. Hal ini memberikan dampak kepada masyarakat yang 
mengeluhkan mahalnya harga yang ditawarkan sub penyalur/pangkalan 
maupun pengecer LPG 3 kg. Sedangkan pemerintah telah menetapkan harga 
3 
 
 
yang seharusnya menjadi ketentuan setiap sub penyalur/pangkalan dan belum 
menetapkan regulasi kepada spekulan (pengecer).
2
 
Dari permasalahan di atas, perlindungan konsumen merupakan upaya 
bagi pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tindakan pelaku 
usaha yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain (konsumen). Dalam 
hal ini berkaitan dengan jual beli yang mengacu pada pembatasan harga jual 
LPG 3 kg bersubsidi. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah 
terhadap pelaku usaha yang curang/tidak taat pada ketetapan yang telah 
ditentukan mengakibatkan minimnya pemenuhan hak-hak konsumen pengguna 
tabung LPG 3 kg.  
Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap 
orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Etika dalam 
berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw, 
di mana dalam berbisnis memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan 
serta keramah-tamahan.
3
 Untuk menawarkan dan menjual barang miliknya dan 
membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Berbeda dengan paham sosialis 
yang menolak kebebasan pasar. Kebebasan yang digariskan oleh Islam juga 
berbeda dengan kebebasan yang di usung oleh ekonomi kapitalis yang 
menganut pasar bebas sebebas-bebasnya.  
                                                          
2
 Berdasarkan wawancara dengan Hiswana Migas bahwa pengecerlah yang sering disebut 
spekulan yang suka memainkan harga. 
3
 Sifat dan etika yang baik dalam perdagangan dapat dijadikan teladan bagi umat Islam 
untuk berniaga Muhammad Abd Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana 
Bakti Wakaf, 1993), hlm. 288. 
4 
 
 
Dari uraian tersebut, penulis tertarik mengunakan salah satu cabang ilmu 
Us}u>l Fiqh dengan salah satu metode penggalian hukumnya yaitu Mas}lah{ah 
mursalah. Perlindungan Hukum bagi Konsumen tentang Pembatasan Harga 
Jual Bahan Bakar Gas Bersubsidi ini sisi positif dari pembentukan maupun 
pengalamannya dilihat dari analisis Mas}lah{ah mursalah.  
Mas}lah{ah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai 
dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian 
yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada illat yang keluar dari syara’ 
yang menentukan penjelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan 
sesuatu yang sesuai dengan syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan 
pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka 
kemudian tersebut dinamakan al-mas}lah{ah al-mursalah. Tujuan utama 
mas}lah{ah mursalah adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemadaratan 
dan menjaga kemanfaatannya.
4
 
Selanjutnya, Mas}lah{ah mursalah merupakan salah satu dalil hukum 
Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama fiqh. Mas}lah}ah mursalah ini 
adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum 
disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima 
maupun ditolak. Pencetus pertama mas}lah}ah mursalah sebagai dalil hukum ini 
dinisbatkan kepada Imam Ma>lik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Ma>liki. 
                                                          
4
 Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka yang dipakai istilah al-mas}lahah 
al-murs}alah, sedangkan istilah yang kedua adalah al-munasi>b al-murs}al. Penjelasan lebih lanjut 
pada  Rachmat Syafi>’i>, Ilmu Us}u>l Fiqh, cet IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117. 
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Mas}lah}ah mursalah sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya 
Muhammad saw, sebagai Nabi dan Rasul. Bersamaan dengan wafatnya Nabi 
tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah 
berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan 
dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan 
mas}lah}ah mursalah sebagai opsi dalil hukum Islam. 
Dalam aplikasinya, mas}lah}ah mursalah ini bertumpu pada kemaslahatan. 
Mencermati dasar utama dalil mas}lah}ah mursalah ini, maka mengetahui 
tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam penggunaan 
mas}lah}ah mursalah sebagai dalil hukum Islam. Banyak ulama Us}u>l Fiqh yang 
mencoba untuk mengembangkan konsep mas}lah}ah mursalah ini. Di antara 
sekian ulama Us}u>l Fiqh yang mengembangkan pemikiran mas}lah}ah mursalah 
adalah Abu Ishaq Asy- Sya>tibi>. Asy-Sya>tibi> mendefinisikan bahwa, mas}lah}ah 
mursalah adalah mas}lahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak 
ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan 
(al-muna>sib) dengan tindakan syara’. Masalah-masalah baru yang belum ada 
konfirmasinya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung 
kemaslahatan yang diputuskan dengan mas}lah}ah mursalah. Menentukan 
kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar 
pertimbangan dalam dalil mas}lah}ah mursalah dapat menggunakan akal secara 
maksimal.
5
 
                                                          
5
 Lihat lagi pada Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Sya>tibi> tentang mas}lahah murs}alah”. 
Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1 tahun 2013, hlm. 79. 
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Pada akhirnya, Mas}lah}ah mursalah digunakan sebagai acuan dari 
perspektif Hukum Islam, karena dalam penelitian ini terdapat kemaslahatan 
umat, yakni perlindungan hukum bagi konsumen dan untuk kemaslahatan 
masyarakat. Pembatasan harga diberikan oleh pemerintah untuk 
memperjuangkan hak-hak konsumen/masyarakat miskin untuk mendapatkan 
hak-hak yang selayaknya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. 
Dari sinilah peneliti tertarik untuk mengambil judul “Perlindungan 
Hukum bagi Konsumen tentang Pembatasan Harga Jual Bahan Bakar 
Gas Bersubsidi di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
(Analisis Mas{lah{ah Mursalah)”. Penelitian ini bertujuan agar dapat 
memberikan penjelasan lebih lanjut dan mengulas lebih rinci mengenai 
perlindungan hukum bagi konsumen dengan menggunakan tinjauan analisis 
mas}lah}ah mursalah  terhadap pembatasan harga jual LPG 3 Kg bersubsidi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 
penelitian ini antara lain: 
1. Apakah supply LPG 3 Kg dari Agen (penyalur) kepada Pangkalan (Sub 
Penyalur) sudah sesuai dengan regulasi distribusi LPG 3 Kg? 
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan hukum bagi konsumen 
mengenai ketidaksesuaian harga LPG 3 Kg di Kecamatan Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar? 
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3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen tentang Pembatasan 
Harga LPG 3 Kg di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
ditinjau dari konsep mas}lah}ah mursalah? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kesesuaian regulasi pembatasan harga, bentuk 
pengawasan dan mata rantai pendistribusian. 
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam perlindungan terhadap 
konsumen dalam kaitan penggunaan LPG 3 kg. 
3. Untuk mengetahui sistem distribusi bagi konsumen di Kecamatan 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar ditinjau dari konsep mas}lah}ah 
mursalah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberi bermanfaat, baik 
secara teori maupun secara praktik antara lain:  
1. Secara Teoritis, Sebagai bahan informasi, bahwa hasil penelitian akan 
meningkatkan kemampuan intelektual, kesadaran dan memperjelas bahwa 
konsumen mempunyai sejumlah hak yang patut mendapat perlindungan dan 
juga sebagai informasi mengenai regulasi dan bagaimana bentuk 
pertanggung jawaban produsen/pelaku usaha (sub penyalur/pangkalan 
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maupun spekulan/pengecer) dan pemerintah dalam perlindungan terhadap 
konsumen dalam penggunaan LPG 3 kg. Serta analisis mas}lah}ah mursalah 
yang diharapkan dapat menambah khasanah hukum Islam. Kemudian juga 
untuk memperkaya literatur di Perpustakaan IAIN Surakarta, khususnya di 
Perpustakaan Fakultas Syari’ah. 
2. Secara Praktis, Hasil dari penelitian ini nantinya akan meningkatkan 
kepedulian produsen/pelaku usaha (sub penyalur/pangkalan maupun 
spekulan/pengecer) dan pemerintah kepada konsumen perihal tanggung 
jawab serta perlindungannya terhadap konsumen pemakai LPG 3 Kg. Hal 
tersebut untuk selanjutnya menjadi suatu masukan bagi pemerintah dalam 
menyusun/merumuskan peraturan dan sekaligus kebijakan yang 
menyangkut perlindungan konsumen sehingga akan melahirkan rasa aman 
dan kepastian hukum bagi konsumen pengguna LPG 3 Kg, Digunakan pula 
analisis mas}lah}ah mursalah untuk melihat keterkaitan permasalahan tersebut 
dalam perspektif hukum Islam. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Regulasi Perlindungan Konsumen di Indonesia 
Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6
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 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
9 
 
 
Berdasarkan dari pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, 
maka konsumen dapat dibedakan menjadi 3 batasan, yakni:
7
 
1. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang 
mendapatkan barang/jasa yang digunakan untuk memproduksi barang/jasa 
lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 
2. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap orang yang 
mendapatkan barang/jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali 
juga dengan tujuan mencari keuntungan. 
3. Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah setiap orang yang 
mendapatkan dan menggunakan barang /jasa untuk tujuan memenuhi 
kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup 
lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali untuk mencari keuntungan 
kembali. 
Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada orang 
perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, 
perusahaan, atau lembaga tertentu. Definisi ini sedikit bertentangan dengan 
definisi konsumen menurut UUPK yang menyatakan bahwa konsumen 
hanyalah “setiap orang” dan tidak termasuk di dalamnya badan hukum atau 
perusahaan. 
Menurut Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen: 
Pasal 1 butir 1, 2 dan 3:  
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 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 17-18. 
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1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
8
 
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
9
 
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan taua badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun buka badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian 
menyelenggaraka kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10
 
Dari uraian di atas kami akan menjelaskan alasan kenapa begitu 
pentingnya hukum perlindungan konsumen ini, seperti dalam UU Perlindungan 
Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah 
sebagai berikut:
11
  
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri;  
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 
dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;  
                                                          
8
 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2010), hlm.1. 
9
 Ibid., hlm. 4. 
10
 Ibid., hlm. 8. 
11
 Ibid., hlm.33. 
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3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 
informasi;  
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 
berusaha;  
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan konsumen.  
Berikut adalah beberapa yang mendasari pelaksanaan program konversi 
minyak tanah ke LPG yang disusun berdasarkan urutan waktu, yaitu :
12
 
1. Surat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 20/WP/9/2006 tanggal 1 
September 2006 perihal Konversi Peralihan Minyak Tanah ke LPG. Yang 
mendasari terbitnya surat tersebut adalah kenyatan bahwa :  
a. Besarnya beban subsidi yang ditanggung negara, yang sebagian besar 
adalah subsidi minyak dan listrik;  
b. Konversi minyak tanah ke LPG mampu menghemat subsidi sebesar Rp. 
40 Trilyun per tahun;  
                                                          
12
 Ellisa Vikalista, “Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG (LIquified 
Protelium Gas) di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Bnjarmasin”, Jurnal Ilmu Politik dan 
Pemerintah Lokal, Vol. 01 No. 02 tahun 2012, hlm. 46-47. 
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c. Penghematan yang dicapai untuk membiayai program pemerintah yang 
lain.  
2. Undang-undang 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi 
Nasional.  
4. Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 
Nopember 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga 
LPG 3 Kilogram.  
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3175 
K/10/MEM.M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penugasan PT. 
Pertamina untuk Distribusi LPG 3 Kilogram.  
6. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
1971/26/MEM.M/2007 tanggal 22 Mei 2007 perihal Penugasan Pelaksanaan 
Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG.  
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 
tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.  
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Nomor 17 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Pendistribusian LPG Tertentu di Daerah.  
2. Mas}lah}ah Mursalah 
Secara etimologis, kata al-mas}lah}at, jamaknya al-mas}lah}ah berarti 
sesuatu yang baik, yang bermanfaat, berfaedah, patut, layak. Mas}lah}ah 
mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada nash juz’i (rinci) yang 
13 
 
 
mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak pula ijma’ 
yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash 
melalui istiqra’ (induksi dari sejumlah nash).13 
Sedangkan mas}lah}at menurut pengertian syara’ pada dasarnya di 
kalangan ulama us}hu>l mempunyai padangan yang sama, meskipun berbeda-
beda dalam memberikan defenisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, 
memberikan defenisi mas}alah}at ialah memelihara hukum syara’ terhadap 
berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan 
berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan Imam Al-
Ghazali, mendefenisikan mas}lah}at pada dasarnya ialah berusaha meraih dan 
mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan. Ibnu Taimiyah, sebagimana 
yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah, mengatakan, bahwa mas}alah}at ialah 
pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas 
dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara’.14 
Adapun terhadap kehujjahan
15
 maslahah mursalah, pada prinsipnya 
jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan 
hukum syara’, sekalipun dalam penerapan dana penempatan syaratnya mereka 
berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan 
mas}lah}ah al-mursalah sebagai dalil, disyaratkan mas}lah}ah tersebut 
berpegangan kepada Hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma’ yang 
                                                          
13
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 113. 
14
 Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum 
Islam”, Jurnal Justitia, Vol 1 No 04 tahun 2014, hlm. 351-353. 
15
 Ibid., hlm. 356-358. 
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menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 
illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat 
tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum. Menghilangkan 
kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara’ yang wajib 
dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep mas}lah}ah 
mursalah, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat 
kemasalahatan itu terdapat dalam nash atau ijma’ dan jenis sifat kemaslahatan 
itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma’. 
Dari segi pengakuan al-sya>ri atasnya ada tiga jenis Al-maṣlaḥah yang 
dikatagorikan sebagai berikut: al-maṣlaḥah al-mu’tabarrah, al-maṣlaḥah al-
mulgaha, dan Al-maṣlaḥah Al-mursalah. 
1) Al-maṣlaḥah Al-mu’tabarah.  
Maṣlaḥah al-mu’tabarah yakni, kemaslahatan yang terdapat nash 
secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain 
kemasahatan yang diakui sya’‟i secara tegas dengan dalil yang khusus, baik 
langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya 
maṣlaḥah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya untuk 
memelihara kelangsungan hidup manusia, disyari’atkan hukum dera bagi 
penuduh dan pelaku zina. Untuk memelihara harta benda, disyari’atkan 
untuk potng tangan bagi pencuri, baik aki-laki maupun perempuan.  
2) Al-maṣlaḥah Al-mulghah.  
Al-maṣlaḥah Al-mulghah yaitu, kemaslahatan yang berlawanan 
dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, kemaslahatan yang tertolak karna 
15 
 
 
ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil 
yang jelas. Contohnya adalah menyamakan pembagian serang anak 
perempuan dengan bagian anak laki-laki dalam hal harta warisan, 
penyamaan pembagian jatah harta waris antara anak perempuan dengan 
bagian anak laki-laki secara sepintas memang terlihat ada kemaslahatan, 
tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dengan rinci.   
3) Al-maṣlaḥah Al-mursalah   
Al-maṣlaḥah Al-mursalah yaitu maṣlaḥah  yang secara eksplisit tidak 
ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. 
Secara ebih tegas, Al-maṣlaḥah Al-mursalah ini termasuk jenis maṣlaḥah 
yang didiamkan leh nash. Diakui dalam kenyataanya maslahat jenis ini terus 
tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat 
masyarakat islam yang dipengaruhi oleh kondisi dan tempat. Misalnya 
mengenai kebijakan pemerintah dalam pembatasan harga jual  LPG 3 Kg 
Subsidi. Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan 
tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara’. Akan tetapi, kebijakan 
demikian justru sejalan dengan substantif dengan kaidah hukum universal. 
Dengan demikian, kebijakan tersebut menpunyai landasan syar’iyyah, yakni 
maṣlaḥah mursalah.16 
3. Perspektif Hukum mengenai Pembatasan Harga Jual Beli 
Pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 
tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquied Petroleum Gas Tabung 3 
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 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 129-130. 
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Kg pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan di Provinsi Jawa Tengah, 
menetapkan bahwa
17
:  
Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KEDUA dengan perincian sebagai berikut: 
No Katagori Harga 
1 
Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau 
Stasiun Pengisian LPG) termasuk PPN 10 % 
Rp 11.550,- 
2 Keuntungan Agen LPG 3 Kg Rp   1.200,- 
3 Biaya operasional untuk Agen Rp   1.500,- 
4 Harga jual agen ke sub penyalur/pangkalan Rp 14.250,- 
5 Margin Pangkalan/Sub Penyalur Rp   1.250,- 
6 HET LPG Tabung 3 Kg di Pangkalan Rp 15.500,- 
 
Ketentuan di atas berlaku untuk seluruh sub penyalur/pangkalan di 
provinsi Jawa Tengah. Apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh sub 
penyalur/pangkalan maka langkah awal yang ditempuh pemerintah melalui 
penyalur/agen yakni memberikan sanksi pelanggaran berupa peringatan kepada 
pemilik sub penyalur/pangkalan. Tidak hanya peringatan untuk memberikan 
efek jera kepada sub penyalur/pangkalan akan tetapi jika hal tersebut berlanjut 
dapat diberhentikan paksa dan dicabut izin berdirinya. 
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Ada rantai distribusi yakni spekulan (pengecer) yang tidak bisa dikontrol 
dan belum ada aturan yang mengikat sehingga dapat meresahkan masyarakat 
baik saat supply/pasokan lancar maupun saat ada gangguan. 
Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam upaya pembinaan dan 
pengawasan sangat diperlukan dalam mengatasi problematika melambungnya 
harga jual LPG 3 Kg saat supply dikurangi. LPG 3 Kg merupakan barang 
subsidi yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam 
upaya kesejahteraan masyarakat terutama msyarakat kurang mampu. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Studi yang membahas tentang penggunaan Al-maṣlaḥah Al-mursalah 
sebagai sudut pandang membaca peristiwa-peristiwa yang baru dan belum ada 
dalam Syariat Islam begitu beragam. Karena perkembangan Islam sangatlah 
dinamis mengikuti culture atau budaya di mana Islam itu sendiri tumbuh dan 
berkembang. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang 
telah ada. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada 
pendekatan disiplin ilmu Al-maṣlaḥah Almursalah terhadap Pembatasan Harga 
Jual LPG 3 Kg Bersubsidi. Untuk membuktikan bahwa studi ini berbeda 
dengan studi yang lain, atau agar tidak terjadi plagiasi atas penelitian ini maka 
penulis berikan beberapa penelitian yang telah ada.  
Adapun beberapa penelitian lain yang ditemukan penulis yang 
berhubungan dengan penelitian ini yakni berupa skripsi mengenai Analisis 
18 
 
 
Mas{lah{ah Mursalah Terhadap Pembatasan Harga Jual Lpg 3 Kg Bersubsidi 
yakni sebagai berikut: 
Skripsi dari Nur Rosit Suwarno, dengan judul “Sapta Sila Pagar Nusa 
Kartasura dalam Perspektif Al-maṣlaḥah Al-mursalah”, IAIN Surakarta, 
Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syahsiyah), Fakultas Syari’ah, 2017, 
dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada penelitian pada pendekatan 
disiplin ilmu al-Maṣlaḥah al-Mursalah di Sapta Sila Pagar Nusa Kartasura.18  
Skripsi dari Arif Nurhakim, dengan judul “Tinjauan Mas{lah{ah Mursalah 
tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama”, IAIN Surakarta, 
Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syahsiyah) Syari’ah, Fakultas 
Syari’ah dan Ekonomi Bisnis, 2012, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan 
Mas{lah{ah ikrar talak di pengadilan agama untuk mengetahui Mas{lah{ah dan 
mafsadah yang timbul akibat adanya keharusan talak di depan sidang 
pengadilan agama. Mas{lah{ahnya yaitu untuk mengurangi tingginya tingkat 
perceraian dan melindungi kaum perempuan dari talak yang semena-mena, 
sedangkan madhratanya adalah proses yang lama dan menggunakan biaya.
19
  
Skripsi dari Tri Wulandari, dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam 
tentang Sistem Pelaksanaaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan 
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, 
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 Nur Rosit Suwarno, “Sapta Sila Pagar Nusa Kartasura dalam Perspektif Al-maṣlaḥah Al-
mursalah”, Skripsi (Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2017), hlm. 18-29. 
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2011, penelitian ini memfokuskan penelitian pada kurangnya pemerataan 
pendistribusian yang mana adanya masyarakat yang mampu yang mendapatkan 
bantuan elpiji, apabila dilihat dari segi pelaksanaan dan kriteria pendistribusian 
elpiji 3 Kg, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan Ekonomi Islam 
(Distributive Justice of Islamic Economic).
20
  
Skripsi dari Endah Kurniawati, dengan judul “Perlindungan Hukum 
terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG 3 Kg yang Tidak Sesuai 
dengan SNI Ditinjau dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-
ind/per/11/2008”, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2011, penilitian ini 
memfokuskan pada pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah diharapkan 
dapat menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen pengguna tabung gas LPG 3 
kg mengenai SNI ditinjau dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-
ind/per/11/2008.
21
  
Penelitian terdahulu berbeda dengan peneliti saat ini gunakan, dapat 
dilihat dari pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah diharapkan dapat 
menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen pengguna tabung LPG 3 kg 
mengenai pembatasan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditinjau dari 
salah satu kajian Us}u>l Fiqh yakni Mas{lah{ah Mursalah. 
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 Tri Wulandari, “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Sistem Pelaksanaaan Pendistribusian 
Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, Skripsi (Fakultas 
Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 31-51. 
21
 Endah Kurniawati, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas 
LPG 3 Kg yang Tidak Sesuai dengan SNI Ditinjau dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
85/M-ind/per/11/2008”, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2011), hlm.12-15. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang 
keadaan sekarang, dan interaksi sosial yang bersifat apa adanya, individu, 
kelompok, lembaga atau masyarakat.
22
 Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif 
yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan, menjelaskan serta 
menganalisa secara sistematis, faktual, akurat, dan lengkap melalui data 
yang diperoleh secara langsung. 
 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yakni: 
a. Data primer  
Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yakni 
data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field 
research). Data yang diambil secara langsung ke lapangan dengan 
observasi kondisi nyata di lapangan terutama yang berhubungan dengan 
permasalahan Perlindungan Konsumen dalam Pembatasan Harga Jual 
Lpg 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar. Data primer juga diambil dengan cara menemui 
narasumber untuk melakukan wawancara diantaranya: (1) Ketua 
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 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 46. 
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Hiswana Migas Surakarta yakni dengan Budi Prasetyo, (2) 4 Pemilik 
Pangkalan diantaranya Pemilik Pangkalan di Desa Munggur Kecamatan 
Mojogedang yakni dengan Satiman dan Haryanto, Pemilik Pangkalan di 
Desa Gebyok Kecamatan Mojogedang yakni dengan Mulyanto dan 
Pemilik Pangkalan di Desa Mojoroto Kecamatan Mojogedang yakni 
dengan Lucky Abi Tohari, (3) 2 pengecer yakni Sumiati dan Muljiem, 
dan (4) masyarakat sekitar Kecamatan Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar. 
b. Data sekunder  
Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari buku-buku, artikel jurnal, 
artikel koran, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
akan dibahas, yang bisa dijadikan referensi dan pembanding. Bahan 
hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan bagi bahan 
hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, dan 
sebagainya. 
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dipusatkan di wilayah Kecamatan Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar. Wilayah ini dipilih karena berdasarkan hasil 
penelitian sementara Peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat 
merasakan problematika mengenai pendistribusian Gas LPG 3 kg, ada pula 
masalah yang sering dirasakan masyarakat menengah kebawah akhir-akhir 
ini, yakni melambungnya harga LPG ketika pasokan LPG dikurangi. 
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Masyarakat mengeluhkan mahalnya harga yang ditawarkan sub 
penyalur/pangkalan bahkan spekulan/pengecer LPG 3 kg. 
Selain itu faktor kedekatan lokasi dengan tempat tinggal Peneliti 
menjadi faktor lainnya mengapa wilayah Kecamatan Mojogedang dijadikan 
sebagai lokasi penelitian. Kedekatan lokasi ini diyakini akan memberikan 
kemudahan, aksesibilitas yang tinggi serta kenyamanan bagi Peneliti dalam 
melakukan penelitian.   
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Interview (Wawancara)  
Untuk mendapatkan data, peneliti bertanya langsung kepada informan 
secara semi terstruktur yakni wawancara dilakukan dengan cara tatap 
muka dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam kaitannya dengan 
penelitian ini. Pelaksanaan wawancara dilakukan sesuai kesepakatan 
dengan informan. Wawancara dilakukan dengan: (1) Ketua Hiswana 
Migas Surakarta yakni dengan Budi Prasetyo, (2) 4 Pemilik Pangkalan 
diantaranya Pemilik Pangkalan di Desa Munggur Kecamatan 
Mojogedang yakni dengan Satiman dan Haryanto, Pemilik Pangkalan di 
Desa Gebyok Kecamatan Mojogedang yakni dengan Mulyanto dan 
Pemilik Pangkalan di Desa Mojoroto Kecamatan Mojogedang yakni 
dengan Lucky Abi Tohari, (3) 2 pengecer yakni Sumiati dan Muljiem, 
dan (4) masyarakat sekitar Kecamatan Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar. 
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b. Teknik Dokumentasi  
Untuk melengkapi data, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan 
mengumpulkan data melalui dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan 
dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dokumen yang diperlukan 
berupa surat edaran, data, dan dokumen-dokumen dari Hiswana Migas 
Surakarta dan Pemilik Pangkalan. 
5. Analisis Data 
Metode yang peneliti gunakan untuk menganalisis data-data dalam 
penelitian ini yakni metode induktif. Metode induktif merupakan teknik 
analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang 
berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode induktif 
adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat 
khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan untuk 
yuridifikasi yuridis atas temuan hasil penelitian ini digunakan analisis 
filosofis (Us}u>l Fiqh) melalui analisis Mas}lah{ah mursalah. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih 
dahulu penulis akan menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian yang 
terdiri atas lima bab dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan 
penelitiannya adalah sebagai berikut: 
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Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab Kedua, penulis menguraikan teori-teori tentang konsep umum 
mengenai Perlindungan Konsumen, Mas{lah{ah Mursalah dan Regulasi 
Pemerintah mengenai LPG 3 Kg. 
Bab Ketiga, penulis menerangkan Gambaran Lokasi Penelitian, Sejarah 
Hiswana Migas Surakarta, Tugas dan Wewenang Hiswana Migas Surakarta, 
Rantai Supply LPG di Indonesia, Kondisi Supply LPG 3 Kg di Lapangan, dan 
Harapan Supply LPG 3 Kg. 
Bab Keempat, penulis menguraikan Analisis Mas{lah{ah Mursalah 
terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. 
Bab Kelima, menguraikan kesimpulan dan saran yang dibuat 
berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, tentu 
berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan di lapangan selama melakukan 
penelitian. 
25 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 
consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument 
itu tergantung dari posisi keberadaan. Secara harfiah arti kata consumer 
adalah (lawan kata produsen) setiap orang yang memakai barang. Tujuan 
penggunaan barang atau jasa yang menentukan konsumen kelompok 
pengguna tersebut. Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti 
kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.
1
 
Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum 
Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 
 
Perlakuan hukum yang bersifat mengatur dengan perlindungan, 
merupakan pertimbangan perlunya perbedaan dari konsumen, berikut 
beberapa batasan tentang konsumen, yakni:
2
 
1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 
digunakan untuk tujuan tertentu. 
                                                          
1
 Az. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 
2001), hlm. 3. 
2
 Ibid., hlm. 13 
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2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang/jasa 
untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk 
diperdagangkan (tujuan komersial). 
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan 
menggunakan darang/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya 
pribadi, keluarga, dan rumah tangga serta tidak untuk diperdagangkan 
kembali (nonkomersial). 
Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa 
kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain 
yang bukan diproduksinya (produsen). sedangkan distributor atau pedagang 
berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata 
dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar 
industri atau pasar produsen. 
Sedang bagi konsumen akhir, barang atau jasa itu adalah barang atau 
jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk 
konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya digunakan di dalam 
rumah tangga masyarakat. 
Unsur untuk membuat barang atau jasa lain atau diperdagangkan 
kembali merupakan pembeda pokok, antara lain konsumen antara (produk 
kapital) dan konsumen akhir (produk konsumen), yang penggunaannya bagi 
konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. 
Unsur inilah, yang pada dasarnya merupakan beda kepentingan masing-
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masing konsumen yaitu penggunaan suatu produk untuk keperluan atau 
tujuan tertentu yang menjadikan tolak ukur dalam menentukan perlindungan 
yang diperlukan.
3
 
Perlindungan yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang 
menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi 
manusia dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung 
jawab. Perlindungan itu berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen 
dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling 
membutuhkan. 
2. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan 
hukum. Perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi 
yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak 
yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen identik 
dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. 
Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:
4
 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) 
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) 
3. Hak untuk memilih (the right to choose) 
4. Hak untuk didengar (the right to be heard) 
                                                          
3
 Ibid., hlm. 15. 
4
 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 4-9. 
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Empat hak dasar di atas diakui secara internasional. Di samping itu 
telah pula berdiri organisasi konsumen internasional yaitu Internasional 
Organization of Consumer Union (IOCU). Indonesia telah berdiri berbagai 
organisasi konsumen seperti, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat (LPKSM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
5
 
Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang 
tergabung dalam The International Organization of Consumer Union 
(IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan 
pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak konsumen 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai 
berikut:
6
 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi 
barang dan/  atau jasa. 
b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ 
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/ atau jasa. 
                                                          
5
 Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 
hlm. 1. 
6
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2011), hlm. 38. 
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa 
yang digunakan. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, 
apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Di samping hak-hak dalam Pasal 4, terdapat hak-hak konsumen yang 
dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khusunya dalam Pasal 7 yang 
mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan 
antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat 
sebagai hak konsumen.
7
 
Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam 
bisnis) diatur secara khusus pada Pasal 382 bis Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 maret 2000 diberlakukan juga UU No. 
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini diberlakukan untuk seluruh pelaku 
                                                          
7
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Sinar Grafika, 
2009), hlm. 32. 
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usaha tidak bagi konsumen secara langsung. Kompetasi tidak sehat dapat 
berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran 
rebutan adalah konsumen itu sendiri. 
Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5, 
yakni:
8
 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi kemanan dan keselamatan. 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau 
jasa. 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
3. Hukum Perlindungan Konsumen 
Dalam perlindunganya konsumen berhak untuk mendapatkan rasa 
aman, informasi yang jelas tentang barang yang dibeli demi keselamatanya. 
Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf (a,b dan c) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK. 
Selain itu dalam pasal 8 huruf  a juga diatur kewajiban pelaku usaha untuk 
tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam kaitanya dengan perbuatan melangar hukum yang 
dilakukan pelaku usaha, diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang 
menyatakan : “perbuatan melangar hukum yang membawa kerugian kepada 
                                                          
8
 Ibid, hlm. 41. 
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seseorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahanya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dan berdasarkan Pasal 1367 
ayat (1)
9
 yang berbunyi “seseorang tidak hanya bertangung jawab karena 
perbuatanya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh orang-
orang yang menjadi tangunganya atau disebabkan oleh barang yang 
dibawah pengawasanya”.   
Undang-ungang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang 
menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan 
perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak ada pertentangan 
atau telah diatur khusus oleh undang-undang.  
Peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/ atau 
perlindungan konsumen dalam kaidah-kaidah peraturan perundang-
undangan umum dapat mengatur dan/ atau melindungi hubungan masalah 
konsumen dengan penyedia batang atau jasa. Penggunaa peraturan 
perundang-undangan umum, berlaku puluhan asas-asas hukum yang 
terkandung untuk memenuhi fungsi pengaturan dan/ atau perlindungan pada 
konsumen, dilengkapi pembatasan berlakunya asas-asas hukum tertentu itu. 
Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan “menyeimbangkan kedudukan” di 
antara para pihak pelaku usaha dan/ atau konsumen yang bersangkutan.
10
 
Di samping Undang-undang Perlindungan Konsumen, hukum 
konsumen “ditemukan” di dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
                                                          
9
 Ibid., hlm.55 
10
 Ibid., hlm. 47. 
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yang berlaku. Sebelumnya, telah diuraikan bahwa Undang-undang 
Perlindungan Konsumen berlaku setahun sejak disahkannya (tanggal 20 
April 2000). Dengan demikian dan ditambah dengan ketentuan Pasal 64 
(Ketentuan Peralihan) undang-undang ini, berarti untuk “membela” 
kepentingan konsumen.  
Secara skematis, hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan 
konsumen itu terbentuk sebagai berikut:
11
 
 
Pada skema di atas terlihat bahwa pembagian berdasarkan hukum 
perdata dalam arti luas dan hukum publik memberikan gambaran yang 
menyeluruh mengenai struktur dan permasalahan perlindungan konsumen. 
                                                          
11
 Ibid., hlm. 60. 
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Terlepas dari apakah perundang-undangan yang telah ada, memenuhi 
persyaratan dan/atau cukup untuk melindungi kepentingan-kepentingan 
konsumen. Pusat perhatian seharusnya tertuu pada pelanggaran perundang-
undangan itu, dilakukan oleh siapa, apakah pelaku usaha atau konsumen. 
Peraturan perundangan umum ini sebagaimana telah diuraikan di atas, 
keduanya diatur bersamaan tidak menetapkan terpisah pelaku usaha atau 
konsumen. 
Misalnya, sebagai pengguna LPG 3 Kg ( UU No.20 Tahun 2008) yang 
dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau oleh konsumen. Keadaannya agak 
berbeda dengan pengaturan yang ditentukan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. Di dalam Undang-Undang ini secara tegas 
ditentukan hak-hak konsumen (pasal 4) dan kewajiban-kewajibannya (pasal 
5). Adapun hak-hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dan 7. 
4. Peranan dalam Hukum Perlindungan Konsumen  
Pada era perdagangan bebas di mana arus barang dan jasa dapat 
masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah 
persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu persaingan di mana 
konsumen dapat memilih barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan 
harga yang wajar. Oleh karena itu, pola perlindungan konsumen perlu 
diarahkan pada pola kerja sama antarnegara, antarsemua pihak yang 
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berkepentingan asar tercipta suatu model perlindungan yang harmonis 
berdasarkan atas persaingan yang jujur.
12
 
Aspek-aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era 
pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi 
pasar domestik dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali dari sejak 
barang dan jasa diproduksi, didistribusikan/dipasarkan dan diedarkan 
sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen. 
Pada dasarnya negara mempunyai dua aspek hukum yakni aspek 
hukum publik dan aspek hukum perdata, yang mempunyai peran serta 
kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen.  
Aspek hukum publik berperan dan dapat dimanfaatkan oleh negara, 
pemerintah instansi yang mempunyai peran dan kemenangan untuk 
melindungi konsumen. Kemenangan dan peran tersebut dapat diwujudkan 
mulai dari:
13
 
1) Politic will / kemauan politik untuk melindungi kepentingan konsumen 
domestik di dalam persaingan global dan atas persaingan tidak sehat 
lokal. 
2) Birokrasi dengan sadar dan senang hati menciptakan kondisi dengan 
berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat. 
3) Di dalam hukum positif, yang sudah melindungi kepentingan konsumen 
antara lain: 
                                                          
12
 Sri Redjeki Hartono, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era 
Perdagangan Bebas, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 38. 
13
 Ibid., hlm 39-40. 
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 Undang-undang kesehatan 
 Undang-undang barang 
 Undang-undang hygiene untuk usaha 
 Undang-undang pengawasan atau edar barang 
 Peraturan tentang wajib daftar obat 
 Peraturan tentang produksi dan peredaran produk tertentu 
 Peraturan tentang perizinan, diharapkan diikuti dengan pengawasan, 
pembinaan dan pemberian sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi 
pelanggaran nmengenai syarat dan operasional dari perusahaan 
produsen. 
Dari aspek hukum publik, termasuk di dalamnya hukum administrasi 
negara, mempunyai sumbangan terbesar dalam rangka melindungi 
kepentingan konsumen. Sumbangan yang terbesar pada hukum publik di 
sini adalah kemampuan untuk mengawasi, membina dan mencabut izin 
sesuai dengan ketentuan apabila: 
 Melanggar ketentuan undang-undang 
 Merugikan kepentingan umum/konsumen 
Aspek hukum perdata secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh 
pihak untuk kepentingan-kepentingan subyektif. Meskipun demikian 
mengingat hubungan hukum para pihak terjadi karena berbagai alasan dan 
faktor kebutuhan. Fakta selalu menunjukkan bahwa posisi calon konsumen 
dalam keadaan lebih karena ekonomi dan kebutuhan. 
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B. Maṣlaḥah Mursalah( ةلسرملا ةحلصملا ) 
1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah 
Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam 
bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung maṣlaḥah. Seluruh 
suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat 
untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat itu ada yang 
dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang merasakan 
sesudahnya.
14
 
Maṣlaḥah itu diperhitungkan oleh mujtahid yang berijtihad untuk 
menetapkan hukum suatu yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-
Qur’an, Sunnah Nabi, maupun dalam ijma>’. Dalam hal ini, mujtahid 
menggunakan metode maṣlaḥah dalam menggali dan menetapkan hukum. 
Di antara masalah yang dibahas dalam adalah apakah metode maṣlaḥah 
ini mempunyai kekuatan hukum atau tidak.  
Maṣlaḥah ( ةحلصم ) berasal dari kata shalaha ( حلص )dengan 
penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan 
dari kata “buruk” atau “rusak”. Maṣlaḥah adalah mashdar dengan arti kata 
shala>h ( حلاص ) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.15 
Pengertian maṣlaḥah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artian 
umum yakni segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam 
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.322. 
15
 Ibid., hlm.323. 
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arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau 
kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak 
kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut 
disebut maṣlaḥah. Dengan begitu maṣlaḥah mengandung dua sisi yaitu 
menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau 
menghindarkan kemadharatan. 
Al-Mursalah adalah isim maf’ul (obyek) dari fi’il madhi (kata dasar) 
dalam bentuk tsulasi (kata dasar dari tiga huruf), yaitu لسر, dengan 
penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi لسرا. Secara 
etimologis (bahasa) artinya “terlepas” atau dalam artiةقلطم (bebas). Kata 
“terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata maṣlaḥah 
maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang 
menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.16 
Secara etimologis, kataةحلصملا, jamaknya   حل اصملا berarti suatu yang 
baik, yang bermanfaat, lawan kata dari keburukan atau kerusakan dan 
dalam arti bahasa Arab sering pula disebut dengan  باوصلاوريخلا yaitu suatu 
yang baik dan benar. Maṣlaḥah sering pula disebut dengan  حلاصتس لاا yang 
berarti mencari yang baik. Menurut Jalaluddin Abdurrahman yang dikutip 
oleh Romli
17
 secara tegas menyebutkan bahwa maslahat dengan 
pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa 
yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih 
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 Ibid., hlm.332. 
17
 Romli, Studi Perbandingan Us}u>l Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.218. 
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kebaikan dan kesenangan yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan 
dan kesusahan. 
Dalam sudut pandang terminologis, para ulama mempunyai 
berbagai definisi tentang maṣlaḥah mursalah. Menurut pandangan Asy-
Syatibi, seperti yang dikutip oleh Muhammad Usman, bahwa maṣlaḥah 
mursalah merupakan setiap prinsip Syara’ yang tidak disertai bukti nash 
khusus, namun sesuai dengan kehendak Syara’ serta maknanya diambil 
dari ruh dan semangat Syara’.18 
Secara mutlak, maṣlaḥah mursalah diartikan oleh ahli Us}u>l Fiqh 
sebagai suatu kemaslahtan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh 
syar’i, serta tidak ada dalil syar’i yang menerangkan atau membatalkan. 
Maṣlaḥah ini disebut mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakuinya 
atau dalil yang menolaknya. misalnya kemaslahatan yang diambil oleh 
para sahabat dalam mensyari’atkan adanya penjara, percetakan uang, 
penetapan hak milik tanah dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal 
lain yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun 
belum disyari’atkan hukumnya dan tidak ada bukti syara’ yang 
menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya.
19
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maṣlaḥah 
mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. 
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 Muhammad Usman, Buku Deras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam, (Sukoharjo: 
Jurusan Syariah STAIN Surakarta, 2009), hlm. 102  
19
 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Us}u>l Fiqh. Terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka 
Amani,2003),hlm. 139. 
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Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, dan kemanfaatan. 
Dalam arti umum, maṣlaḥah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi 
manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti 
menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau 
menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Sehingga 
setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan maṣlaḥah.20 
Definisi lain diberikan oleh Wahhab Zuhaili sebagaimana dikutip 
oleh Ahmad Munif, maṣlaḥah mursalah adalah berbagai sifat yang sejalan 
dengan tindakan tujuan syara‟, tetapi tidak ada dalil tertentu dari Syara‟ 
yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum 
padanya, maka akan tercapai kemaslahatan dan tertolaklah kerusakan.
21
 
Menurut Muhammad Abu Zahra, maṣlaḥah mursalah atau istislah 
merupakan maslahat-maslahat yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syariat 
Islam. Dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik yang 
melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.
22
Definisi serupa 
diberikan oleh Hasbi ash-Shididieqy
23
, maṣlaḥah mursalah adalah 
maslahat yang tidak dibatalkan syara, dalam arti kemaslahatan yang tidak 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.  
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 Ahmad Munif Suramaputra. Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Maslahah Mursalah dan 
Relefansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 71.  
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 Muhammad Abu Zahrah, Us}u>l Fiqhh, terj. Saefullah Ma‟sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2003). hlm. 427.  
23
 Hasbi Asy-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 
hlm. 218.  
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didukung oleh dalil yang khusus baik diterima maupun ditolaknya dan 
sesuai dengan tujuan pokok syari’at Islam. 
Dari berbagai uraian definisi yang dirumuskan oleh para ulama di 
atas, jelas terdapat perbedaan. Akan tetapi, apabila ditelaah lebih jauh, 
maka akan tampak dengan adanya persamaan, bahkan saling mengisi 
antara yang satu dengan yang lain. Tampak bahwa maṣlaḥah mursalah itu 
diperhitungkan oleh mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum 
suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Qur’an, 
Sunnah Nabi, maupun dalam Ijma>’. Dalam hal ini mujtahid menggunakan 
maṣlaḥah mursalah dalam menggali dan menetapkan hukum. Di antara 
masalah dalam Us}u>l Fiqh adalah apakah metode maṣlaḥah mursalah ini 
mempunyai kekuatan hukum atau tidak. 
2. Macam-Macam Maṣlaḥah Mursalah 
Seluruh ulama sepakat bahwa hukum syara’ bertujuan untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, baik dengan 
cara menolak mafsadat atau dengan maṣlaḥah.24 Berdasarkan kesimpulan 
dari berbagai hasil penelitian para ulama Us}u>l Fiqh, macam-macam 
maṣlaḥah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian sebagai berikut:  
a. Klasifikasi Maṣlaḥah Berdasarkan Eksistensinya.  
Menurut pandangan Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh 
Satria Effendi, bahwa klasifikasi maṣlaḥah berdasarkan eksistensisnya ada 
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 Muh.Nashiruddin, “Ta‟lil Ahkam dan Pembruan Ushul Fikih”, jurnal Ahkam, 
(Surakarta) Vol. XV nomor 1, 2015, hlm. 25. 
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tiga jenis: al-maṣlaḥah al-mu’tabarrah, al-maṣlaḥah al-mulgaha, dan Al-
maṣlaḥah Al-mursalah .25 
1) Al-maṣlaḥah Al-mu’tabarah.  
Maṣlaḥah al-mu’tabarah yakni, kemaslahatan yang terdapat nash secara 
tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain 
kemasahatan yang diakui syar’i secara tegas dengan dalil yang khusus, 
baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya 
maṣlaḥah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya 
untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, disyari’atkan hukum 
dera bagi penuduh dan pelaku zina. Untuk memelihara harta benda, 
disyari’atkan untuk potng tangan bagi pencuri, baik aki-laki maupun 
perempuan.  
2) Al-maṣlaḥah Al-mulghah. 
Al-maṣlaḥah Al-mulghah yaitu, kemaslahatan yang berlawanan dengan 
ketentuan nash. Dengan kata lain, kemaslahatan yang tertolak karna ada 
dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil 
yang jelas. Contohnya adalah menyamakan pembagian serang anak 
perempuan dengan bagian anak laki-laki dalam hal harta warisan, 
penyamaan pembagian jatah harta waris antara anak perempuan dengan 
bagian anak laki-laki secara sepintas memang terlihat ada kemaslahatan, 
tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dengan rinci.   
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3) Al-maṣlaḥah Al-mursalah  
Al-maṣlaḥah Al-mursalah yaitu maṣlaḥah  yang secara eksplisit tidak ada 
satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara 
ebih tegas, Al-maṣlaḥah Al-mursalah ini termasuk jenis maṣlaḥah yang 
didiamkan leh nash. Diakui dalam kenyataanya maslahat jenis ini terus 
tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat 
masyarakat islam yang dipengaruhi oleh kondisi dan tempat. Misalnya 
mengenai kebijakan pemerintah dalam pembatasan harga jual  LPG 3 Kg 
Subsidi. Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan 
tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara’. Akan tetapi, kebijakan 
demikian justru sejalan dengan substantif dengan kaidah hukum 
universal. Dengan demikian, kebijakan tersebut menpunyai landasan 
syar’iyyah, yakni maṣlaḥah mursalah. 
b. Klasifikasi Maṣlaḥah Berdasarkan Stratanya.  
Para ulama’ membagi maṣlaḥah berdasarkan stratanya menjadi tiga 
tingkatan yakni diantaranya: Maṣlaḥah Al-Dharuriyah, Maṣlaḥah Al-
Hajiyah, dan Maṣlaḥah Al-Tahsiniyyah. 
1) Maṣlaḥah Al-Dharuriyah 
Maṣlaḥah Al-Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan 
dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. 
Kemaslahatan seperti ini ada lima
26
, yaitu:  
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 Menurut Al Ghazali, maslahah itu pada dasarnya meraih manfaat dan menolak 
madlarat dalam rangka menjaga tujuan pokok syari’at (maqosid Asy-syariah) yang lima, yakni 
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1) Memelihara agama  
2) Memelihara jiwa  
3) Memelihara akal  
4) Memelihara keturunan dan 
5) Memelihara harta.  
Pemeliharaan agama (al-muhafazah ala ad-din) merupakan tujuan 
pertama hukum islam, karena agama merupakan pedoman hidup 
manusia, dan di dalam agama islam selain komponenkomponen aqidah 
yang merupakan pedoman hidup setia muslim serta akhlak yang 
merupakan sikap hidup seoran muslim, terdapat juga syari’at yang 
merupakan jalan hidup seseorang muslim baik berhubungan dengan 
Tuhannya maupun berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam 
masyarakat. 
Pemeliharaan jiwa (al-muhafazah ala an-nafs) merupakan tujuan 
kedua hukum islam, karena itu hukum islam wajib memelihara hak 
manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
27
 
Pemeliharaan akal (al-muhafazah ala al-aql) sangat diutamakan 
dalam hukum islam. Karna dengan menggunakan akalnya, manusia dapat 
                                                                                                                                                               
menolak kemadlaratan terhadap kelima hal ini juga disebut dengan maṣlaḥah. Dengan kata lain, 
apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek 
tujuan syara’ tersebut maka dinamakan maslahah, dan upaya untuk menolak segala bentuk 
kemadlaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut juga dinamakan 
dengan maṣlaḥah. Lihat pada Syaifuddin Zuhri, Us}u>l Fiqh Akal sebagai Sumber Hukum Islam 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.104-105. 
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berpikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan 
mempergunakan akalnya pula manusia dapat mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknolgi. 
Pemeliharaan keluarga dan keturunan (al-muhafadzah ala an-nasl) 
merupakan jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup 
dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.  
Terakhir adalah pemeliharaan harta beda (al-muhafadzah ala al-mal) 
yakni dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-
cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan 
cara yang lalim dan curang. 
2) Maṣlaḥah Al-Hajiyah 
MaṣlaḥahAl-Hajiyah merupakan kebutuhan-kebutuhan skunder, 
dimana jika kebutuhan tersebut tidak terwujud tidak sampai mengancam 
keselamatan. Namun akan mengalami kesulitan. Syariat islam 
menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah 
(keringanan) adalah sebagai contoh dari kepedulian Syari’at Islam 
terhadap kebutuhan ini.
31
 Suatu contoh Islam membolehkan tidak 
berpuasa biamana seseorang sedang dalam perjalanan dengan jarak 
tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain demikian pula dengan 
serang yang berpuasa dan ditengah puasanya dia mengalamai sakit yang 
membuat seseorang harus membatalkan puasanya. Dengan kata lain, 
suatu kesusahan dalam menjalankan Syari’at Islam tetap ada keringanan 
dengan syarat-syarat tertentu.  
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3) Maṣlaḥah Al-Tahsiniyyah 
MaṣlaḥahAl-Tahsiniyyahadalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 
terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokk di atas 
dan tidak ppula menimbukan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa 
kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat-
istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.
28
 Dalam berbagai 
bidang kehidupan, seperti ibadat, mu’amalat, dan uqubah, Allah SWT 
telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan 
tahsiniyyyah. Misalnya: Islam mensyari’atkan kebersihan badan, pakaian, 
tempat, menutup aurat, menjaga dari najis, membersihkan dari kencing, 
sunah memakai wewangian ketika sholat, berbuat baik dengan sedekah, 
sholat dan puasa, serta segala bentuk ibadah yang ditetapkan beserta 
rukun, syarat dan tata kramanya. Semua itu dikembalikan kepada 
manusiakedalamkebiasaan yang baik. 
3. Syarat-Syarat Berhujjah dengan Maṣlaḥah Mursalah 
Persyaratan untuk menggunakan Maṣlaḥah Mursalah ini di kalangan 
ulama Us}u>l memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun 
jumlahnya. Para ulama dalam menerapkan maṣlaḥah mursalah sebagai 
hujjah sangat berhati-hati, agar tidak terjadi pembentukan hukum 
berdasarkan keinginan dan nafsu. Sehingga mereka menetapka beberapa 
persyaratan, sebagaimana persyaratan yang telah dirumuskan oleh Asy-
Sya>tibiberikut:  
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a. Maṣlaḥah itu harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada 
akal, akal dapat menerimanya. Namun tidak boleh menyangkut hal-hal 
tentang ibadah.  
b. Maṣlaḥah itu secara keseluruhan, harus sejalan dengan tujuan-tujuan 
umum syari’at. Dalam arti tidak menghilangkan satu dasarpun dari dasar-
dasar agama, dan satu dalilpun dari dalil-dalil qot’i. Tetapi ia harus sesuai 
dengan maslahat-maslahat yangmenjadi tujuan dari Syari’at, meskipun 
tidak ditemukan dalil-dalil khusus yang menerangkanya.  
c. Maṣlaḥah itu harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang 
bersifat vital (zaruri) atau menghilangkan kesulitan dan hal-hal yang 
memberatkan didalam agama.
29
 
4. Metode Analisa Maṣlaḥah Mursalah 
Sebagaimana halnya metode analisa yang lain, maṣlaḥah juga 
merupakan metode pendekatan istinbath (penetapan hukum) yang 
persoalannya tidak diatur secara eksplisit di dalam al-Quran dan Hadits, 
hanya saja metode ini  lebih menekankan pada aspek maslahat secara 
langsung. Al-maṣlaḥah Al-mursalah adalah kajian hukum dengan 
mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan 
untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam Al-
Qur’an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran dalam Al-
Qur’an dan Hadits dalam suatu perbuatan yang berbeda-beda. Dalam 
konteks ini, ayat  
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Al-Qur’an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma 
hukum tertentu, akan tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa 
hukum tersebut. Dengan demikian, sistem analisa tersebut dibenarkan, 
karena sesuai dengan kecenderungan syara’ dalam penetapan hukumnya.30 
Pendekatan Al-maṣlaḥah Al-mursalah dalam metode kajian hukum 
dimulai dengan perumusan kaidah-kaidah yang dilakukan melalui sistem 
analisis induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang berbeda 
satu sama lain, namun memperlihatkan substansi ajaran yang sama. 
Kesamaan pada dimensi substansi itulah yang dijadikan premis-premis 
dalam perumusan kesimpulan induktif, sehingga dapat dirumuskan menjadi 
kaidah-kaidah Al-maṣlaḥah Al-mursalah yang merupakan kaidah kulli.31 
Kaitannya dengan ini Hamid Hasan sebagaimana dikutip oleh Dede 
Rosyada. Bahwa sistem analisa Al-maṣlaḥah Al-mursalah tiada lain 
merupakan aplikasi makan kulli terhadap furu’ yang juz’i. Dengan 
demikian, sistem analisanya sama dengan sistem analisa Qiyas adalah 
dengan menganalogika furu’ terhadap asal yang hanya didukung oleh satu 
ayat atau nash.  
Sedangkan dalam sistem analisa Al-maṣlaḥah Al-mursalah hukum 
asalnya didukung oleh beberapa ayat atau nash atau ayat tersebut 
kedudukannya bukan sebagai dalil terhadap ketetapan hukumnya, namun 
kedudukannya sebagai saksi atas kebenaran fatwa hukum tersebut. Selain 
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diambil makna substansi ajaran sebagai premispremis dalam pengambilan 
kesimpulan induktifnya untuk merumuskan kaidah-kaidah kulliyah tentang 
maṣlaḥah tersebut.32 Pada dasarnya uama ahli Us}u>l Fiqhmenerima 
penekatan maṣlaḥah sebagai pendekatan dalam kajiannya. Namun 
pendekatan ini cenderung telah menjadi identitas fiqhmadzhab maliki, 
dimana fatwa-fatwa hukum yang dirumuskan sebantiasa beranjak dari 
pertimbangan kemaslahatan.  
5. Objek Maṣlaḥah Mursalah 
Syariat membawa manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan, serta 
mencegah kejahatan dan menolak kebinasaan. Pokok dan prinsip 
kemaslahatan itu sudah digariskan dalam teks syari’at dengan lengkap dan 
telah berakhir sejak Nabi Muhammad SAW meninggal. Alat dan cara untuk 
memeroleh kemaslahatan itu berkembang dan beraneka ragam. Seirama 
dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia itu sendiri. 
Kemaslahatan kehiduan manusia yang ada hubungannya dengan situasi dan 
kondisi di zaman Nabi. Langsung mendapat pengakuan dan pengesahan teks 
syari’at kalau itu dibenarkan dan dibatalakan kalau tidak dibenarkan. 
Maslahat yang dibatalakan berarti tidak dianggap oleh syari’at.  
Kemaslahatan yang dirasakan dan dialami orang setelah Nabi wafat, 
sedangkan teks syari‟at tidak pernah menyinggung pada masalah yang 
seperti itu. Inilah obyek atau apangan penggunaan Al-maṣlaḥah Al-mursalah 
, yaitu kemaslahatan hidup manusia menurut yang dialami dan dirasakan 
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 Dede Royada, Metode Kajian Hukum Hisbah Persis, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 71.  
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oleh manusia itu sendiri yang tidak dapat di-qiyas-kan pada maslahat yang 
pernah dibenarkan atau dibatalkan oleh teks syari‟at (nash).33 Obyek atau 
ruang lingkup penerapan Al-maṣlaḥah Al-mursalah menurut ulama‟ yang 
menggunakannya itu menetapkan batas wilayah dan penggunaanya, yaitu 
hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti mua‟amalat dan adat. 
Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali maṣlaḥah tidak 
dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasanya karna maṣlaḥah itu 
didasarkan pada pertimbangan akal baik buruk suatu maṣlaḥah.34 
Segala bentuk perbuatan ibadah ta’abudi dan tawqifi, yang 
mempunyai pengertian kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai 
dengan petunjuk syari‟at dalam nash. Dan akal sama sekai tidak dapat 
mengetahui mengapa demikian, misalnya mengenai sholat dzuhur empat 
rokaat dan dilakukan setelah tergelincirnya marahari, tidak dapat dinilai 
akala apakah itu baik atau buruk.
41
 Sedangkan segala bentuk perbuatan di 
luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui 
alasan hukumnya, namun secara umum bersifat ta’aqquli (rasional). Oleh 
karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal, umpamanya minum 
khamr itu adalah buruk karna masuk akal, penetapan sanksi atas pelanggar 
hukum tersebut baik, karna dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal 
yang dapat mengarah pada tingkat kekerasan.  
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 Wahidul Kahar, “Efektifitas Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara’”, 
Tesis, tidak diterbitkan, Master UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2003, hlm. 42.  
34
 Amir Syarifuddin, Us}u>l FiqhJilid 2, (Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2008), 
hlm. 340. 
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6. Dasar Berlakunya Maṣlaḥah Mursalah 
Jumhur ulama berpendapat, bahwa maṣlaḥah mursalah itu adalah 
hujjah syari’ah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya 
kejadian yang tidak ada hukumya dalam nash dan ijma’ atau qiya>s atau 
istihsa>n disyari’atkan padanya hukum yang dikehendaki oleh maṣlaḥah 
umum dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar maṣlaḥah itu 
karena adanya sanksi syari’yang mengakuinya.35  
Jumhur ulama menerima maṣlaḥah mursalah sebagai metode istinbat}h 
hukum, dengan alasan : 
a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukan bahwa setiap hukum 
mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. 
b. kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan 
tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at Islam 
terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan. 
Ulama Ma>liki>yah dan H}ana>bilah menerima maṣlaḥah mursalah 
sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai 
ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapannya. Untuk menjadikan 
maṣlaḥah mursalah sebagai dalil, ulama Ma>liki>yah dan H}ana>bilah 
mensyaratkan : 
a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam 
jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. 
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 Abdul Wahab Khalaf, 1996, Kaidah-kaidah hukum Islam (Ilmu Us}u>l Fiqh), (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada), hlm. 128.  
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b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan 
sehingga hukum yang ditetapkan melalui maṣlaḥah mursalah itu benar-
benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak 
kemadharatan. 
c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan 
kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. 
Golongan Syafi>’iyah pada dasarnya juga menjadikan mas}lah}ah 
mursalah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, Imam asy-Syafi>’i 
memasukannya dalam qiya>s. Al-Ghaza>li> mensyaratkan kemaslahatan yang 
dapat dijadikan hujah dalam mengistinbat}kanhukum, antara lain : 
a. Mas}lah}ahitu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’. 
b. Mas}lah}ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’. 
c. Mas}lah}ah itu termasuk kedalam kategori mas}lah}ah yang d}aru>ri>, baik 
menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, 
yang berlaku sama untuk semua orang.
36
 
 
C. Regulasi Pemerintah Mengenai LPG 3 kg 
LPG diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968. Selama ini masih 
banyak salah pengertian mengenai apa dan darimana sumber LPG diperoleh. 
Menurut arti harfiah kata, LPG merupakan singkatan dari Liquified Petroleum 
Gas yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari 
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 Ibid., hlm. 205.  
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minyak bumi yang telah difraksionasi. Sehingga sumber utama penghasil LPG 
sebenarnya adalah minyak bumi, bukan gas bumi.
37
 
LPG juga bisa dihasilkan dari gas bumi namun membutuhkan proses 
yang lebih rumit untuk mengolahnya menjadi LPG. Mengingat sumber utama 
LPG berasal dari minyak bumi mentah, maka produksi LPG terbesar dihasilkan 
dari lapangan minyak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kondisi faktual 
memperlihatkan bahwa pasokan dalam negeri tidak sepenuhnya bisa dipenuhi 
oleh pasokan dalam negeri. Untuk itu maka harus dilakukan upaya untuk 
meningkatkan produksi LPG domestik. Peningkatan produksi LPG tidak hanya 
diharapkan dari lapangan minyak mentah namun juga produksi LPG dari 
lapangan gas bumi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 
ditetapkannya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) kepada 
Kontraktor Production Sharing (KPS) lapangan gas bumi. Selama ini, produksi 
gas bumi potensial di Indonesia lebih banyak untuk pemenuhan ekspor. 
Dengan kebijakan DMO maka diharapkan terjadi peningkatan produksi LPG 
untuk pemenuhan kebutuhan domestik.  
Jika proses produksi/pengeboran LPG dilakukan di Indonesia, maka 
produk dapat langsung dikirimkan ke kilang (baik milik Pertamina maupun 
swasta). Selanjutnya jika diperoleh melalui impor maka dilakukan proses 
pengiriman dari negara asal ke Indonesia baru kemudian disimpan di kilang. 
Selanjutnya LPG dari kilang ini akan disalurkan ke SPPBE dan kemudian 
dimasukkan ke dalam tabung gas 3 kg.  
                                                          
37
Wawan Ardi Subakdo dan Yuwono Ario Nugroho, In-Bound dan Out-Bound Logistic 
pada Distribusi LPG 3 Kg di Indonesia dalam jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek diunduh pada 
8 Januari 2018 jam 23.00 WIB. 
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Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan program pemerintah 
yang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM, dengan mengalihkan 
pemakaian minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan 
membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas, dan semua 
aksesorisnya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah. 
Untuk mengurangi dampak sosial diberlakukannya program ini, 
pendistribusian LPG dilakukan oleh eks Agen dan Pangkalan Minyak Tanah 
yang diubah menjadi Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg. Konversi Minyak Tanah 
ke LPG merupakan program pemerintah untuk pengalihan subsidi dan 
penggunaan MITAN oleh masyarakat ke LPG 3 kg melalui pembagian paket 
LPG.
38
 
Pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0.57 kg LPG. 
Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan LPG, 
subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0.57 kg LPG akan lebih kecil daripada 
subsidi untuk 1 liter minyak tanah. Secara nasional, jika program Konversi 
Minyak Tanah ke LPG berhasil, maka pemerintah akan dapat menghemat 15-
20 Trilyun subsidi BBM per tahun. Dibandingkan dengan bahan bakar lain, 
penggunaan LPG lebih menguntungkan. Manfaat lain yang dapat diperoleh 
dari Konversi Minyak Tanah ke LPG adalah:
39
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 Ali Umar Harahap, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas 
Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999  (Studi pada Masyarakat Kota Medan)”, USU 
Law Jurnal, Vol. 4 No.1 tahun 2016, hlm. 4-5. 
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 Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Program Pengaliham minyak Tanah ke 
LPG Dalam Rangka Pengurangan Subsidi BBM, Tahun 2009. 
54 
 
Tabel I 
Perkiraan Penghematan Anggaran Subsidi Bahan Bakar Minyak 
Produk Harga Satuan 
Volume 
Pemakaian 
Untuk 8 Hari 
Biaya 
Pemakaian 
Untuk 8 Hari 
Biaya Pemakaian 
Dalam Sebulan 
(30Hari) 
MITAN Rp. 2.500/ltr 8 Liter Rp. 20.000 Rp. 75.000 
LPG 3 Kg Rp. 4.250/Kg 3 Kg Rp. 12.750 Rp. 51.000 
Penghematan Rp.7.250 Rp. 24.000 
Sumber: Unit Domestic Gas PT. Pertamina 
Pemerintah Indonesia sudah menetapkan program konversi penggunaan 
minyak tanah ke LPG melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 yang 
mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga elpiji 
tabung 3 kg. Adanya Peraturan Presiden ini menyebabkan munnculnya varian 
produk elpiji baru, yaitu elpiji tabung 3 kg. Berbeda dengan varian elpiji 
lainnya yang harganya dipengaruhi oleh harga minyak dunia, penetapan harga 
elpiji 3 kg dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi senilai 
selisah antara harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang 
seharusnya. Karena mendapat subsidi, harga per satuan berat varian elpiji 3 kg 
bersubsidi lebih murah daripada varian Elpiji 5,5 kg, 12 kg, ataupun 50 kg. 
Melalui berbagai peraturan dan undang-undang, pemerintah mengupayakan 
penyediaan dan pendistribusian gas elpiji bersubsidi sehingga masyarakat tidak 
dirugikan. Seluruh entitas dari rantai pasok mulai dari produsen hingga 
kekonsumen elpiji 3 kg, ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 
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Tabel II 
Regulasi Pemerintah Mengenai LPG 3 kg 
Peraturan Perihal 
Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral No. 26 
Tahun 2009  
Penyediaan dan Pendistribusian 
LPG  
Peraturan Menteri Perindustrian 
Republik Indonesia No. 4 Tahun 
2008 (04/M-IND/PER/2/2008)  
Perubahan Peraturan Menteri 
Perindustrian No. 28/M-
IND/PER/3/2007 Tentang Harga 
Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 kg 
dan Kompor Gas LPG Satu Mata 
Tungku Beserta Asesorisnya Dalam 
Rangka Program Pengalihan 
Penggunaan Minyak Tanah Menjadi 
LPG Untuk Keluarga Miskin  
Peraturan Menteri Perindustrian 
Republik Indonesia No. 36 Tahun 
2008 (36/M-IND/PER/6/2008)  
Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Perindustrian No. 28/M-
IND/PER/3/2007 Tentang Harga 
Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 kg 
dan Kompor Gas LPG Satu Mata 
Tungku Beserta Asesorisnya Dalam 
Rangka Program Pengalihan 
Penggunaan Minyak Tanah Menjadi 
LPG Untuk Keluarga Miskin 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan 
Peraturan Menteri Perindustrian No. 
04/M-IND/PER/2/2008  
(sumber: jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek) 
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Regulasi Penggunaan LPG 3 Kg antara lain:
40
 
1. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
2. Permen ESDM 26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 
3. Temuan BPK atas Subsidi JBT dan LPG 3 Kg tahun 2010 
Dalam regulasi diatus diterangkan jelas pada pasal  BAB IV pasal 20 ayat 
kedua mengenai Penggunaan LPG, bahwasanya: 
“Penggunaan LPG tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan 
LPG tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg dengan harga yang diatur 
dan ditetapkan oleh Mentri.” 
 
Regulasi mengenai ketetapan Harga LPG 3 Kg bersubsidi yakni Permen 
ESDM Nomor 28 tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) ditingkan 
pusat kemudian Pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 
2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquied Petroleum Gas 
Tabung 3 Kg pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan di Provinsi Jawa 
Tengah ditingkat daerah. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Keadaan Geografis 
Kecamatan Mojogedang merupakan salah satu dari 17 kecamatan di 
kaabupaten Karanganyar. Luas kecamatan mojogedang yakni 53,31 km² 
dengan jumlah penduduk berkisar 59.798 (2003) dengan kepadatan 1.122 
per km². Terbagi dalam 13 desa antara lain: Desa Buntar, Desa Gebyok, 
Desa Gentungan, Desa Kaliboto, Desa Kedungjeruk, Desa Mojogedang, 
Desa Mojoroto, Desa Munggur, Desa Ngadirejo, Desa Pendem, Desa 
Pereng , Desa Pojok, dan Desa Sewurejo. Wilayah kecamatan Mojogedang 
sendiri yang merupakan lokasi penelitian disini berbatasan dengan: 
1) Sebelah Utara : Kecamatan Sragen 
2) Sebelah Selatan :Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karngpandan 
3) Sebelah Barat : Kecamatan Tasikmadu 
4) Sebelah Timur : Kecamatan Ngargoyoso 
Kecamatan Mojogedang memiliki pangkalan kurang lebih berjumlah 50 
pangkalan yang tersebar di 13 kelurahan. Dari setiap kelurahan diharuskan 
berdiri minimal 3 pangkalan.  
2. Keadaan Penduduk 
1) Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Keadaan penduduk menurut umur merupakan penggolongan 
penduduk berdasarkan umur sehingga dapat diketahui jumlah penduduk 
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yang produktif dan yang non produktif yang ada pada suatu wilayah 
tertentu. Akhir tahun 2011, Kabupaten Karanganyar mempunyai jumlah 
penduduk sebanyak 825.671 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 
sebanyak 410.562 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 415.109 jiwa.  
Keadaan penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan 
Mojogedang dapat dilihat pada BPS tahun 2011, dapat diketahui bahwa 
sebagian besar penduduk Kecamatan Mojogedang termasuk dalam 
golongan usia produktif atau berumur 15 – 64 tahun dengan jumlah 
28.853 orang atau sebesar 66,12 persen dari jumlah penduduk 
keseluruhan yang ada di Kecamatan Mojogedang, sedangkan sisanya 
termasuk dalam penduduk golongan usia non produktif dengan jumlah 
11.403 orang atau 26,13 persen untuk umur 0 – 14 tahun dan sebanyak 
3.381 orang atau 7,75 persen dari jumlah penduduk keseluruhan di 
Kecamatan Mojogedang untuk umur di atas atau sama dengan 65 tahun. 
Nilai dari Angka Beban Tanggungan atau Dependency Ratio di 
Kecamatan Mojogedang,
 
yang mengacu pada data-data yaitu sebesar 
51,24 persen yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia 
produktif menanggung 51 orang penduduk usia non produktif.   
Penduduk yang termasuk usia produktif masih dimungkinkan adanya 
keinginan untuk meningkatan ketrampilan dan menambah pengetahu-an 
dalam mengelola usahataninya serta penyerapan teknologi baru untuk 
memajukan usahataninya, dalam hal ini usahatani padi sawah. Dengan 
meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan petani maka diharapkan 
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dapat meningkatkan produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan 
petani.  
2) Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya 
manusia. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat 
digunakan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dan 
kemampuan penduduk untuk menyerap teknologi yang ada dan baru di
 
daerah tersebut. Berikut ini merupakan tabel keadaan penduduk menurut 
tingkat pendidikan di Kecamatan Mojogedang pada Tahun 2011. 
Keadaan Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi 
di Kecamatan Mojogedang Tahun 2011 sebagai berikut: 
Pendidikan   Jumlah 
(Jiwa)   
(%)   
Tamat Akademi/ PT   
Tamat SLTA   
Tamat SLTP   
Tamat SD   
Tidak Tamat SD   
Belum Tamat SD   
Tidak/ Belum Pernah Sekolah   
1.191   
7.310   
10.145   
21.531   
9.201   
6.776   
4.579   
1,96   
12,04   
16,70   
35,45   
15,15   
11,16   
7,54   
Jumlah   60.733   100,00   
 Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka, BPS 2011  
Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk suatu wilayah akan 
berkaitan dengan pola pikir dan akan mempengaruhi kecepatan dalam 
menerima informasi dan inovasi baru serta pengambilan keputusan. 
Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 
tamat SD di Kecamatan Mojogedang yaitu 21.531 atau 35,45 persen. 
Keadaan demikian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
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kondisi 
 
ekonomi untuk biaya sekolah, kesadaran akan pentingnya 
pendidikan serta  sarana prasarana pendidikan yang terdapat di 
Kecamatan Mojogedang.  
3) Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Komposisi penduduk menurut mata pencaharian digunakan untuk 
mengetahui tingkat sosial ekonomi dan karakteristik daerah dengan 
melihat lapangan usaha yang menjadi mata pencahariaan penduduk di 
daerah tersebut. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian 
Kecamatan Mojogedang tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel sebagai 
berikut: 
No.   Mata Pencaharian   Jumlah (orang)   Persentase (%)   
1.   Petani   11.623   21,09   
2.   Buruh Tani   7.410   13,44   
3.   Pengusaha   820   1,49   
4.   Buruh Industri   6.249   11,34   
5.   Buruh Bangunan   5.320   9,65   
6.   Pedagang   2.103     3,82   
7.   Pengangkutan   501   0,91   
8.   PNS/TNI/Polri   972   1,76   
9.   Pensiunan   388   0,70   
10.   Lain-lain   19.728   35,79   
  Jumlah   55.114   100,00   
Sumber : Kecamatan Mojogedang dalam Angka, BPS 2011  
Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk 
terbanyak di Kecamatan Mojogedang adalah jenis pekerjaan lain yaitu 
sebanyak 19.728 orang atau sebesar 35,79 persen. Mata pencaharian 
bidang pertanian memiliki presentase 21,09 persen atau sebanyak 11.623 
orang, sedangkan jenis mata pencaharian yang paling sedikit adalah 
pensiunan yaitu sebanyak 388 orang atau sebesar 0,70 persen. 
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Banyaknya jumlah penduduk yang bermata pencaharian di bidang 
pertanian dapat menunjukkan bahwa bidang pertanian masih menjadi 
mata pencaharian yang dapat diandalkan oleh penduduk Kabupaten 
Karanganyar dan Kecamatan Mojogedang untuk memperoleh 
penghasilan.
 
Mata pencaharian pertanian yang ada di Kecamatan 
Mojogedang umumnya sebagai petani dan buruh tani yang dilakukan 
secara turun temurun.  
 
B. Sejarah Hiswana Migas  
Lahirnya Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi 
(Hiswana Migas) tak lepas dari pasang surut dan dinamika dunia migas di 
tanah air. Sejarah kelahirannya berawal ketika keluar UU No 8/1971 dan 
Keppres no 44/1975 tentang Pertamina, di mana tanggungjawab Pertamina 
khususnya PPDN menjadi semakin berat. Berkaitan dengan itu para agen dan 
transportir BBM juga harus lebih memahami perannya yang signifikan karena 
mendapat kepercayaan dari Pemerintah (dalam hal ini Pertamina) untuk ikut 
serta menyalurkan BBM sebagai kebutuhan vital masyarakat. Untuk itulah 
perlu dibentuk wadah para agen/rekanan Pertamina PPDN yang tidak hanya 
berorientasi pada kepentingan bisnis tetapi sebuah organisasi yang juga 
mempunyai tanggung jawab sosial. Maka, dibentuklah Hiswana Migas, pada 3 
September 1979, sebagai elemen dari pelaksana kewajiban Pertamina 
khususnya penyaluran BBM/non BBM di dalam negeri. 
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Sebelum berdirinya Hiswana Migas, pada tahun 1950-1960 sebenarnya 
di kota kota besar di Indonesia sudah bertebaran kumpulan agen-agen minyak 
asing seperti BPM Shell, Stanvac-Mobil Oil, Caltex, yang menjalankan bisnis 
murni untuk mendapatkan laba dan pangsa pasar yang luas, sesuai keinginan 
perusahaan asing yang meningkat. Lalu, 1960-1965 bermunculan organisasi 
perkumpulan agen-agen minyak secara lokal yang berorientasi nasional, seperti 
Perambu (Perkumpulan Agen Minyak Bumi), Orgami (Organisasi Gabungan 
Minyak Bumi Indonesia). 
Tetapi, secara nasional dan bekerjasama dengan PN Pertamina, baru pada 
tahun 1965 terbentuk Perusahaan Sejenis Minyak dan Gas Bumi (OPS 
MIGAS), melalui SK Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi, kemudian tahun 
1968 dibentuk Gabungan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (GAPER 
MIGAS) yang beranggotakan para agen, dealer kontraktor minyak di dalam 
negeri. Semua organisasi tersebut memiliki relevansinya sendiri dengan tun-
tutan dan suasana saat itu. 
Setelah Hiswana Migas terbentuk, yang kemudian menjadi satu-satunya 
yang secara resmi direstui dan diakui oleh Pertamina, terus menerus mendapat 
pembinaan dari Pertamina demi kelangsungan distribusi BBM yang aman dan 
lancar. Pertamina sangat aktif memberikan penyuluhan kepada pengurus dan 
anggota. Bahkan, memberi bantuan fasilitas dalam bentuk gedung kantor dan 
manajemen.  
Pada perjalanannya, Hiswana Migas terus berkembang dan terlibat dalam 
berbagai perubahan yang terjadi di dunia migas. Memberikan sumbangan 
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pemikiran dalam RUU Migas yang baru di DPR RI dalam dengar pendapat (30 
Maret 1999), maupun dalam pembahasan Naskah Akademik RPP Migas 
khususnya usaha hilir Migas dan Badan Pengatur serta RUU terkaitlainnya 
dalam bidang energy dan Sumber Daya Alam, baik yang diselenggarakan 
stakeholder maupun pemerintah. Ikut serta dengan memberikan 
usulan/sumbang saran melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
(Dirjen Migas), Depdagri RI, dll. 
Jumlah anggota juga terus bertambah, kini mencapai lebih dari 9000 di 
seluruh pelosok tanah air, yang terdiri dari Agen minyak tanah (2813), SPBU 
(4162), SPPBE (52), Agen LPG (557), PLMS (353) Trans (434), PTC (211), 
PSPD (127), dan APMS (333).  
Secara internal, Hiswana Migas semakin solid. Perubahan yang pesat di 
dunia migas, seperti era keterbukaan, memacu para anggotanya untuk terus 
melakukan berbagai inovasi. Para anggotanya juga dikenal bonafid. Sebuah 
organisasi, dimana pada saat menyelenggarakan pertemuan di berbagai daerah, 
para anggotanya membiayai diri sendiri, tanpa membebani organisasi. 
Secara eksternal, Hiswana Migas telah menjadi sebuah organisasi yang 
disegani. Tak hanya dikenal di Pertamina tetapi juga di Pemerintahan. Berbagai 
lembaga baik di dalam maupun luar negeri mulai mengundang Hiswana Migas 
baik untuk menjadi nara sumber maupun mitra kerjasama.  
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C. Tugas dan Wewenang Hiswana Migas Surakata 
Hiawana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) 
merupakan suatu lembaga yang diakui oleh Pertamina, secara terus menerus 
mendapat pembinaan dari Pertamina demi kelangsungan distribusi BBM yang 
aman dan lancar. 
Hiswana Migas memiliki tugas sebagai berikut: 
1. Sebagai jembatan antara Pertamina dan Rekanan Pertamina mengenai 
kebijakan-kebijakan, aturan-aturan atau perintah dari Negara melalui pihak 
Pertamina. 
2. Membina, Mengawasi dan Mengarahkan anggota/rekanan (SPBU,SPBE, 
AGEN LPG, AGEN PELUMAS). 
3. Melindungi kepentingan anggota. 
Wewenang Hiswana Migas antara lain: 
1. Sebagai lembaga pengawas di atas KORWIL (Koordinasi Wilayah) 
mengenai pengawasan distribusi dan tepat harga (sesuai HET). 
2. Sebagai lembaga pembinaan untuk para pelaku usaha baik Agen maupun 
Pangkalan yang melakukan kecurangan. 
3. Sebagai lembaga pengaduan konsumen untuk para pelaku usaha. 
 
D. Struktur Organisasi Hiswana Migas Surakarta 
Ketua DPC (Dewan Perwakilan Cabang) HISWANA MIGAS Surakarta 
Budi Prasetyo menyatakan bahwa setiap 4 tahun sekali diadakan musyawarah 
cabang(muscab) untuk memilih ketua DPC (Dewan Perwakilan Cabang) 
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HISWANA MIGAS Surakarta. Periode masa jabatan diberikan hanya dua kali 
masa jabatan. Kriteria pemilihan diambil menurut skill membaca situasi 
wilayah tanpa ada strata kelulusan dan 90% mendekati kebutuhan masyarakat. 
Berikut adalah struktur organisasi kepengurusan Hiswana Migas Surakarta:
1
 
 
 
E. Rantai Supply LPG di Indonesia 
Persaingan bisnis global saat ini bukan lagi merupakankompetisi antar 
perusahaan secara mandiri, tetapi sudah didominasi oleh kompetisi antar 
Supply Chain (Rantai Pasok).  Keberhasilan suatu supply chain untuk 
                                                          
1
 Budi Prasetyo, Ketua Hiswana Migas Surakarta, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2018, jam 
10.00-11.15 WIB. 
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memenangkan kompetisi sangat ditentukan oleh kemampuan supply chain 
untuk memperoleh kepercayaan konsumen akhir,  maka sebuah supply chain 
perlu memahami kebutuhan konsumen.   
Selain itu, keberhasilan supply chain memenuhi tuntutan konsumen juga 
merupakan salah satu kunci sukses bisnis untuk dapat bertahan. Sedangkan 
tuntutan konsumen sendiri dapat dirumuskan sebagai kebutuhan untuk 
memperoleh produk yang tepat dengan harga yang tepat pada waktu yang 
tepat. Berikut adalah Rantai Supply LPG di Indonesia: 
2
 
(Sumber : Gasdom Pertamina.comm tahun 2008) 
Sejak tahun 2004, Indonesia merupakan salah satu negara produsen 
minyak dan gas bumi dengan total kebutuhan sebesar 517.524.000 barel, 
sedangkan disisi lain sejak tahun 2005, Indonesia sebagai konsumen BBM dan 
                                                          
2
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Non BBM sebesar 370.968.000 KL. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan 
akan gas untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri merupakan tantangan bagi 
para pelaku bisnis gas di Indonesia, karena akan cukup banyak tersedia gas 
yang dapat dimanfaatkan namun menghadapi kendala karena infrastruktur gas 
masih terbatas. Dan pada masa transisi konversi minyak tanah ke gas elpiji, 
masih  terjadi perbedaan (Gap) antara harapan dan persepsi konsumen.   
Supaya para pelaku dalam suatu supply chain dapat bekerja sama 
dengan baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus kebutuhan 
anggota supply chain, maka setiap supply chain perlu merumuskan tujuan yang 
ingin dicapai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Persoalan 
yang biasanya dihadapi dalam sebuah supply chain untuk mencapai tujuan 
tersebut di atas adalah ketidak mampuan manajemen untuk menentukan 
strategi yang tepat.   
Persaingan yang sangat ketat menuntut para pengelola bisnis untuk 
menciptakan model-model baru dalam pengelolaan aliran produk dan 
informasi. Supply Chain Management  (SCM) adalahmodifikasi praktek 
tradisional dari manajemen logistik yang bersifat adversarial kearah koordinasi 
dan kemitraan antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aliran 
informasi dan produk tersebut.  
Prinsip SCM pada dasarnya adalah sinkronisasi dan koordinasi 
kegiatankegiatan yang berhubungan dengan proses aliran material / produk, 
baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi. Aliran 
material/produk dalam satu organisasi misalkan dalam suatu industri 
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manufaktur sangat kompleks, penangannya membutuhkan campur tangan 
semua pihak, bukan hanya mereka-mereka yang dilalui langsung oleh aliran 
material/produk secara fisik, tetapi juga bagian-bagian lain (bagian 
perancangan, pemasaran, akuntansi dsb).  
Pada SCM, seluruh bagian harus mampu bekerja sama membentuk 
sebuah tim yang biasanya dikenal dengan sebutan “cross functional team“, 
sinkronisasi kegiatankegiatan bukan hanya perlu pada bagian-bagian internal 
organisasi, namun harus mampu melakukan kerja sama dengan pihak luar 
organisasi.   
Oleh sebab itu agar suatu perusahaan ingin mencapai kesuksesan, 
maka perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, bahan baku yang 
merupakan komponen utama dari hpp (harga pokok produk) sebuah produk 
diperoleh dari para pemasok/supplier, juga urusan pengiriman bahan baku dari 
pemasok maupun produk jadi ke para distributor seringkali memanfaatkan jasa 
pihak lain.  
 
F. Kondisi Supply LPG 3 Kg di Lapangan  
Kondisi supply LPG 3 Kg masih menjadi himbauan untuk pemerintah 
kota (Pemkot). Hal ini menjadi salah satu alasan melambungnya harga LPG 3 
Kg di tingkat konsumen. Kondisi tersebut diperparah ketika ada rantai 
distribusi yakni spekulan (pengecer) yang tidak bisa dikontrol dan belum ada 
aturan yang mengikat sehingga dapat meresahkan masyarakat nantinya baik 
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saat supply pertamina lancar maupun pada saat gangguan  supply. Berikut 
gambaran supply yang terjadi di lapangan: 
 
(Sumber: Surat Edaran Hiswana Migas kepada Pangkalan) 
Hal di atas mengakibatkan munculnya permasalahan yang muncul, yaitu 
: 
1. Kualitas pelayanan :  
a. Belum meratanya sistem pasokan gas/banyak daerah mengalami 
kekurangan pasok gas elpiji. 
b. Daerah yang pasokan gas elpijinya normal namun kualitas pelayanan 
tidak memadai (kurangnya informasi penggunaan elpiji rumah tangga 
yang benar dan aman; distribusi pembelian/penjualan yang belum 
terkoordinasi dengan baik; beberapa tabung elpiji kurang memenuhi 
standar penggunaan dan keselamatan; elpiji harus diperoleh melalui jalur 
distribusi atau agen yang sudah dikonfirmasi terlebih dahulu tidak seperti 
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minyak tanah yang dapat dibeli seketika melalui pengecer atau penjual 
keliling secara lebih mudah atau tidak melalui prosedur konfirmasi).   
 
2. Kualitas Produk :  
a. Kemasan dan kelengkapannya. Sejak dicanangkan konversi ini tahun 
2006 sampai sekarang telah terjadi beberapa kali insiden atau kebakaran 
akibat adanya kesalahan prosedur penggunaan tabung gas elpiji atau 
kelengkapan valve dan regulator yang tidak sempurna.  
b. Sosialisasi dan pemantauan ke masyarakat (sebagai konsumen rumah 
tangga) tentang prosedur lengkap penggunaan dan penyimpanan gas 
elpiji agar insiden ledakan atau kebakaran dapat dihindari.  
3. Kualitas Distribusi :  
a. Elpiji rumah tangga umumnya belum menjangkau tempat-tempat 
terpencil dengan alasan permintaan belum ekonomis sehingga didaerah 
tersebut masih sulit memperoleh gas elpiji, sementara minyak tanah 
sudah langka dipasaran. 
b. Harga : Tabung gas elpiji berukuran 3 kg sudah diberikan secara gratis 
oleh pemerintah.  Elpiji dijual / tabung, yang isinya 3 kg dengan harga 
berkisar antara Rp. 15.500,-  
Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, di antaranya:   
• Biaya produksi. Harga bahan baku yang mahal akan mengakibatkan tingginya 
biaya produksi dan menyebabkan produsen menawarkan barang dalam jumlah 
terbatas untuk menghindari kerugian karena takut tidak laku.  
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• Teknologi. adanya kemajuan teknologi akan menyebabkan pengurangan 
terhadap biaya produksi dan produsen dapat menawarkan barang dalam jumlah 
yang lebih besar lagi.  
• Harga barang pelengkap dan pengganti. Apabila harga barang pengganti 
mengalami kenaikan maka produsen akan memproduksi lebih banyak lagi 
karena berasumsi konsumen akan beralih ke barang pengganti karena harganya 
lebih murah.  
• Pajak. semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga 
barang dan jasa yang akan membawa dampak pada rendahnya permintaan 
konsumen dan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan.  
• Perkiraan harga barang di masa datang/Spekulasi. Apabila kondisi pendapatan 
masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang dan tingkat harga barang dan 
jasa naik, maka produsen akan menambah jumlah barang dan jasa yang 
ditawarkan. Tetapi bila pendapatan masyarakat tetap, biaya produksi 
mengalami peningkatan, harga barang dan jasa naik, maka produsen cenderung 
mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau beralih pada usaha 
lain.  
• Tujuan dari perusahaan. Bila perusahaan berorientasi untuk dapat menguasai 
pasar, maka dia harus mampu menekan harga terhadap barang dan jasa yang 
ditawarkan sehingga keuntungan yang diperoleh kecil. Bila orientasinya pada 
keuntungan maksimal maka perusahaan menetapkan harga yang tinggi 
terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya  
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Berdasarkan hasil penelitian yang lihat dari teori penawaran bahwa yang 
mempengaruhi harga pada tingkat konsumen adalah sebagai berikut :   
1. Faktor Biaya   
Faktor biaya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi harga gas lpg 
3 kg yang diterima konsumen terutama biaya distribusi. Berdasarkan hasil 
temuan observasi di lapangan menunjukkan saluran distrubusi gas lpg 3 kg 
yang berasal dari Agen hingga konsumen adalah sebagai berikut :  
1) Agen----> Pangkalan----> Masyarakat  
Pada saluran distribusi ini pangkalan mendapatkan harga dari pihak agen 
sebesar Rp. 14.250,- /tabung. Selanjutnya pangkalan seharusnya menjual ke 
masyarakat sebesar Rp. 15.500,- s/d Rp. 16.000,-/tabung dimana pangkalan 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.250,-/tabung. Tetapi temuan 
penelitian menunjukkan pangkalan akan menjual sebesar Rp. 16.000,- s/d 
Rp. 17.000,-/tabung. Kondisi ini diakibatkan jumlah kuota yang diterima 
oleh masing-masing pangkalan. Jika pangkalan mendapatkan kuota yang 
relatif banyak (misalkan 1.250 – 7.000 tabung/bulan) maka akan cenderung 
menjual dengan harga Rp. 15.500,’ s/d Rp. 16.000,-/tabung. Tetapi jika 
kurang dari jumlah tersebut misalnya 120 – 500 tabung/bulan maka 
pangkalan akan menjual dengan harga Rp. 16.000,’ s/d Rp. 17.000,-/tabung.  
Selain jumlah kuota, frekuensi pengantaran tabung ke pangkalan dari agen 
sangat berpengaruh. Semakin tinggi frekuensi pengantaran maka semakin 
rendah harga jual ke konsumen, begitu sebaliknya semakin rendah frekuensi 
pengantaran maka semakin tinggi harga jual ke konsumen.  
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2) Agen----> Pangkalan----> Pengecer (spekulan) ----> Masyarakat  
Pada saluran distribusi ini pangkalan mendapatkan harga dari pihak agen 
sebesar Rp. 14.250,- /tabung. Selanjutnya pangkalan menjual ke Pengecer 
(spekulan) sebesar Rp. 15.500,- s/d Rp. 16.000,-/tabung dimana pangkalan 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.250,-/tabung. Dari Pengecer 
(spekulan) ke masyarakat akan menimbulkan biaya transportasi yang tidak 
mendapatkan subsidi oleh pihak Pertamina. Biaya transportasi tersebut 
biasanya sebesar Rp. 500,- s/d Rp. 1.000,-/tabung. Sedangkan Pengecer 
(sepeda motor) biasanya akan mengambil keuntungan sebesar Rp. 2.000,- 
s/d Rp. 3.000,- tabung. Sehingga harga jual ke masyarakat dari warung 
sebesar biaya transportasi + keuntungan yang diambil warung = Rp. 
19.000,- s/d Rp. 20.000,- .   
Selain biaya distribusi yang mempengaruhi harga yang diterima 
konsumen, faktor timbul dari frekuensi pengantaran tabung juga 
mempengaruhinya. Pada pangkalan yang mendapat frekuensi pengantaran yang 
rendah akan menyebabkan harga tinggi sebab pangkalan yang mempunyai 
frekuensi yang rendah pula biasanya mempunyai modal yang relatif tinggi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika suatu pangkalan mendapatkan kuota 
1.250 tabung,-/bulan maka biasanya tabung akan diantarkan sebulan sebanyak 
250 tabung sebanyak 5 kali pengantaran. Dengan kondisi ini maka pihak 
pangkalan harus menyediakan tabung sebanyak 250  dengan harga berkisar Rp. 
25.000.000,- hingga Rp. 30.000.000,-. Sedangkan pangkalan dengan kuota 
yang sama denga frekuensi pengantaran yang tinggi misalnya 50 tabung/hari 
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atau 100 tabung/2 hari jelas akan mempunyai modal berupa tabung sebanyak 
50-100 tabung dengan harga berkisar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-.    
2. Faktor Spekulasi  
Faktor spekulasi merupakan salah faktor yang menyebabkan harga yang 
diterima oleh masyarakat menjadi tinggi. Kondisi ini biasanya terjadi akibat 
langkanya pasokan dari pihak pertamina sehingga tidak bisa memenuhi 
permintaan yang menyebabkan harga naik kondisi ini. Kondisi ini pernah 
terjadi beberapa tahun yang lalu sebagai akibat pengalihan kuota ke daerah lain 
yang baru melakuka konversi gas. Tetapi kondisi ini jarang terjadi sebab 
dengan kondisi yang semakin stabil pertamina selalu menambah kuota tiap 
daerah tiap periode misalnya setahun sekali, sehingga kelangkaan tidak terjadi.  
Kelangkaan dapat juga terjadi sebagai akibat dari ketidak taatan pihak 
Agen dalam pendistribusian yang sesuai peraturan. Hasil wawancara terhadap 
pangkalan atau informan lain menunjukkan ada beberapa kasus dimana agen 
menjual gas nya diluar daerah yang menjadi wilayahnya dengan harga yang 
lebih mahal. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa agen tersebut ingin 
mendapatkan keuntungan lebih. Selain itu pada beberapa kejadian 
menunjukkan bahwa agen menjual bahwa agen mengurangi jumlah kuota 
pangkalan, dengan tujuan pangkalan tetap menginginkan jumlah kuotanya 
tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi ini jelas membuat pangkalan 
menjual ke masyarakat dengan harga yang lebih mahal. Tetapi kondisi ketidak 
taatan ini perlu pembuktian yang konkrit sebab menyangkut masalah hukum, 
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sehingga dalam tulisan ini belum dapat menyajikan fakta yang konkrit tetapi 
hanya hasil wawancara dari informan saja. 
 
G. Harapan Supply LPG 3 Kg 
Berdasarkan problematika yang terjadi di masyakat maka harapan supply 
yakni meminimalisir jumlah tabung di pengecer untuk selanjutnya dilakukan 
penambahan pada pangkalan. Dengan tujuan harga LPG 3 Kg sampai di 
masyarakat dengan harga yang wajar tanpa perantara. Berikut harapan supply 
di lapangan: 
 
(Sumber: Surat Edaran Hiswana Migas kepada Pangkalan) 
 
Dari harapan supply diatas ditarik kesimpulan sebagai berikut:
3
 
                                                          
3
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Dalam lingkaran distribusi gas elpiji 3kg khususnya dan untuk ukuran 
lainnya posisi agen menempati posisi kunci distribusi. Lihat dalam bagan 
diatas untuk mengetahui alur distribusi gas elpiji yang dimulai dari SPBE 
(Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji), bagian-bagian yang terkait dalam 
lingkaran distribusi gas elpiji dapat dikelompokan menjadi 4 bagian besar yang 
mempunyai peran sebelum gas elpiji sampai ke tangan pemakai (end user), 
yaitu : SPBE, Agen, Pangkalan dan Pengecer. Berikut adalah ilustrasi kegiatan 
yang terjadi dari keempat bagian tersebut diatas : 
1. SPBE, adalah bagian pertama dalam lingkaran distribusi gas elpiji yang 
digambarkan dalam bagan diatas. Didalam SPBE ini terjadi kegiatan 
pengisian terhadap tabung-tabung elpiji sesuai dengan ukuran tabungnya 
meliputi pengisian terhadap tabung 3Kg, tabung 12 Kg, tabung 50Kg dan 
ukuran-ukuran tabung lainnya sesuai dengan produk elpijinya juga. (Seperti 
kita ketahui bersama saat ini mulai dipasarkan oleh PERTAMINA untuk 
produk-produk ease gas, bright gas dsb).  Kegiatan pengisian ini melibatkan 
kegiatan penerimaan tabung kosong dari agen-agen, penyortiran tabung 
(tabung rusak, tabung retur) dan diakhiri dengan kegiatan pengisian. 
Selanjutnya hasil pengisian tersebut dikirimkan ke agen-agen dengan 
disertai bukti SPP atau kita sering menyebutnya dengan DO. 
2. Agen, merupakan bagian kunci dalam lingkaran distribusi gas elpiji 
dikarenakan agen berhubungan langsung dengan PERTAMINA dalam hal 
mendapatkan instruksi jadwal pengambilan ke SPBE (Schedul Agreement 
SPBE) dan melakukan pembayaran atas pembelian yang akan diambil 
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barangnya di SPBE (Tebus DO). Bagian lain dibawah Agen tidak 
melakukan hal ini. Dalam kegiatan operasionalnya, agen sesuai dengan 
Schedul Agreement SPBE akan mengirimkan tabung kosong ke SPBE yang 
ditunjuk kemudian akan menerima hasil pengisiannya dari SPBE disertai 
dengan dokumen SPP (DO) yang harus disesuaikan dengan SA-SPBE nya. 
Setelah menerima tabung isi dari SPBE, pihak agen langsung melakukan 
distribusi ke Pangkalan-pangkalan (Sub-Agen) yang menjadi mitra dari 
agen, karena sifatnya distribusi ini harus final / habis tersalurkan sesuai 
jumlah DO yang ada ,maka diperlukan penjadwalan juga untuk para 
pangkalan/ sub-agennya. Untuk mengatur penjadwalan terhadap pangkalan/ 
sub-agennya, pihak agen akan membuatkan penjadwalan yang disesuaikan 
volumenya dengan penjadwalan yang diterima dari SPBE, istilahnya adalah 
schedul agreement pangkalan atau disingkat SA Pangkalan. Dengan 
demikian kegiatan distribusi agen terhadap pangkalan/ sub-agennya akan 
lebih mudah dimonitoring dan mudah pula melakukan pelaporan ke sistem 
PERTAMINA yang mewajibkan kegiatan distribusi harian agen terhadap 
pangkalan/ sub-agennya dilaporkan harian melalui aplikasi SIMOL3K yang 
dilaporkan kepada Hiswana Migas kantor cabang daerah masing-masing. 
3. Pangkalan atau sub-agen merupakan bagian distribusi yang posisinya 
dibawah agen, pangkalan akan mengambil/membeli elpiji dari agen 
induknya dengan jumlah yang telah disepakati antara agen dengan 
pangkalan/ sub-agennya melalui SA Pangkalan. Kemudian melakukan 
distribusi ke usaha mikro (misalnya: toko kelontong, warung makan, 
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warung mie ayam dan lain-lain) yang merupakan mitra pangkalan/ sub-
agen, kegiatan penyaluran ke usaha mikro ini oleh pangkalan/ sub-agen 
dicatat kedalam Log Book yang telah disediakan oleh pihak PERTAMINA. 
Ada 4 pangkalan yang menjadi sumber penelitian penulis. Salah satu 
pemilik pangkalan di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Satiman
4
 
menuturkan: 
“Harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk hasil penjualan/margin LPG 
3 Kg dari Agen ke Sub Penyalur/Pangkalan sangat kecil sehingga tidak 
dapat mengembalikan modal yang dikeluarkan oleh Sub 
Penyalur/Pangkalan sehingga Sub Penyalur/Pangkalan dapat merugi”  
 
Oleh sebab itu harga yang telah ditetapkan pemerintah kemudian di 
akumulasikan Sub Penyalur/Pangkalan dari segi modal yang dikeluarkan 
menjadikan harga lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah.  
Harga dari yang ditawarkan dari Agen yakni Rp. 14.250,-/tabung, menurut 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 harga LPG 3 
Kg Subsidi di jual dengan harga Rp 15.500,-/tabung di tingakat Sub 
Penyalur/Pangkalan. Sedangkan pemilik pangkalan mengakui menjual lebih 
dari harga yang telah ditetapkan yakni Rp 17.000,-/tabung bahkan untuk 
penyetoran yang minta diantar bisa dijual Rp 18.000,-/tabung untuk 
pengganti uang bensin. Begitu pula pemilik pangkalan yang lain yakni 
Haryanto pemilik pangkalan di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang dan 
Mulyanto pemilik pangkalan di Desa Gebyok Kecamatan Mojogedang. 
Haryanto mengatakan menjual LPG 3 Kg dengan Harga Rp 16.000,-/tabung 
                                                          
4
 Satiman, Pemilik Pangkalan 1, Wawancara Pribadi, 1 Mei 2018, jam 07.00-08.00 WIB. 
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untuk usaha mikro dan Rp 17.000,-/tabung untuk masyarakat. Mulyanto 
juga menuturkan hal yang sama seperti Haryanto karena pasaran pemilik 
toko besar sekaligus menjadi pangkalan pasarannya dengan harga pasaran. 
Berbeda dengan Satiman, Haryanto
5
, dan Mulyanto
6
 sumber pemilik 
pangkalan yang lain yakni dari pemilik salah satu pangklan di Desa 
Mojoroto Kecamatan Mojogedang yang bernama Lucky Abi Tohari
7
 
mengatakan bahwa:  
“Baik usaha mikro maupun masyarakat LPG 3 Kg dijual sesuai ketetapan 
pemerintah yakni Rp 15.500,-/tabung dengan alasan karena bekerja pada 
pihak agen sebagai penyetor ke Sub Penyalur/Pangkalan”  
 
Oleh sebab itu harga yang diberikan Agen ke Sub Penyalur/Pangkalan lebih 
rendah/murah. Kemudian, beliau juga mengetahui sanksi apa yang akan 
diberikan jika menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan 
pemerintah. Pengabdiannya pada Agen yang memaksanya untuk mengikuti 
peraturan yang telah ada. Walaupun sebenarnya beliau sangat ingin menjual 
lebih dari harga yang ditetapkan karena dapat memberikan keuntungan yang 
lebih besar. 
Dari keempat Sub Penyalur/Pangkalan dapat disimpulkan bahwa, 
kecurangan harga masih dilakukan oleh Sub Penyalur/Pangkalan meskipun 
sosialisasi bahkan peringatan berupa peraturan yang telah ditetapkan 
pemerintah sudah disampaikan kepada Sub Penyalur/Pangkalan. Faktor 
                                                          
5
 Haryanto, Pemilik Pangkalan II, Wawancara Pribadi, 1 Mei 2018, jam 09.00-10.00 WIB. 
6
 Mulyanto, Pemilik Pangkalan III, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2018, jam 07.00-08.00 
WIB. 
7
 Lucky Abi Tohari, Pemilik Pangkalan IV, Wwancara Pribadi, 12 Mei 2018, jam 06.00-
07.00 WIB. 
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biaya menjadi kendala utama dalam penertiban ini. Serta kurangnya 
pengawasan dari KORWIL (Koordinasi Wilayah) dan Pemkot (Pemerintah 
Kota) juga dapat menjadi faktor penyebab yang lain. 
4. Usaha Mikro, merupakan bagian terluar dari lingkaran distribusi gas elpiji 
ini. Para pemakai (end user) hanya diperbolehkan mendapatkan gasnya dari 
tingkat usaha mikro ini misalnya, toko kelontong. Usaha mikro ini 
mendapatkan jatahnya dari Pangkalan/ sub-agen. 
Ada sisi kecurangan lain ditingkat ini yakni spekulan/pengecer. 
Kenyataannya ada rantai distribusi yakni spekulan/pengecer yang tidak bisa 
dikontrol dan belum ada aturan yang mengikat sehingga dapat meresahkan 
masyarakat nantinya baik saat supply lancar maupun saat ada gangguan. 
Peneliti menggunakan 2 sumber informasi sebagai bahan wawancara. 
Sumiati
8
 merupakan salah seorang pengecer yang bebas menjual LPG 3 Kg 
dengan margin yang tinggi. Beliau mendapatkan harga dari Sub 
Penyalur/Pangkalan Rp 16.000,-/tabung hingga Rp 17.000,-/tabung 
kemudian dijual dengan harga Rp 20.000,-/tabung. Beliau mengaku menjual 
tabung tersebut kepada tetangganya yakni masyarakat menengah atas. 
Bahkan dengan harga segitu pemesanan tabungpun tidak surut bahkan 
meningkat karena tabung LPG 3 Kg merupakan barang subsidi lebih 
hemat/murah harganya dibandingkan tabung non subsidi. Berbeda dengan 
Muljiem
9
 (pengecer lain) mengatakan bahwa harga jual LPG 3 Kg dari 
                                                          
8
 Sumiati, Pengecer1, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2018, jam 09.00-10.00 WIB 
9
 Muljiem, Pengecer2, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2018, jam 14.00-16.00 WIB 
81 
 
pangkalan satu dengan yang lain berbeda. Akan tetapi beliau menjual tetap 
dengan harga Rp 20.000,-/tabung bahkan bisa lebih jika konsumen 
memintanya menghantarkan kerumah bisa mencapai harga Rp 21.000,-
/tabung untuk penggantian bensin. Harga penjualan segitu menurutnya 
pasaran/standar bahkan dapat dijual lebih mahal lagi jika LPG 3 Kg 
mengalami kelangkaan. 
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, imbauan untuk 
pemerintah kota (Pemkot) harus lebih diperhatikan lagi. Untuk 
meminimalisir kecurangan bahkan bisa menertibkan kembali apa yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Supaya hak masyarakat/konsumen dapat 
terealisasikan dengan benar. 
5. Konsumen, merupakan sasaran LPG 3 kg pada sistem ini adalah rumah 
tangga dan usaha mikro yang sebelumnya merupakan pengguna minyak 
tanah sebagai bahan bakar. Adapun pengaturan konsumen yang berhak 
menerima produk ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 
26 Tahun 2009.  
Masyarakat berharap harga LPG 3 Kg dapat disesuaikan dengan ketetapan 
pemerintah, karena LPG 3 kg merupakan barang subsidi seharusnya pelaku 
usaha yang melakukan kecurangan harga segera ditindak tegas.  
Demikianlah lingkaran distribusi gas elpiji ini sudah dilakukan dengan 
harapan dapat tercapainya konsep tepat sasaran dalam distribusi gas elpiji 
khususnya yang 3 Kg (bersubsidi). 
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BAB IV 
ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH TERHADAP PERLINDUNGAN 
HUKUM BAGI KONSUMEN 
 
Dari pendalaman yang telah diuraikan mengenai Pembatasan Harga Jual 
LPG 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
dengan tinjauan Mas}lah}ah Mursalah, maka diperoleh penjabaran sebagai 
berikut: 
A. Tanggung Jawab Negara terhadap Kepentingan Umum 
Masyarakat dihadapkan dengan berbagai masalah dalam kegiatan 
ekonomi, terutama terhadap perdagangan barang-barang konsumtif maupun 
barang-barang yang habis di pakai hanya dalam sekali. LPG 3 Kg yang 
termasuk ke dalam barang konsumtif harganya ditentukan oleh Pemerintah. 
Namun penyelewengan terhadap masalah pelonjakkan harga subsidi semakin 
tak terkendalikan karena persaingan pasar yang tidak sehat.  
Kemudian Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg ditempuh pemerintah 
sebagai jalan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin. Selanjutnya 
di dalam perlindungan hukum bagi konsumen ditempuh dengan dua kebijakan 
yaitu pertama kebijakan yang bersifat komplementer bahwasanya kewajiban 
yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada 
konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris dimaknai 
sebagai kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi 
konsumen (hak atas kesehatan dan keselamatan). Dengan demikian dalam 
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konteks hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip tentang tanggung 
jawab mutlak yang merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum 
perlindungan konsumen, dimana dalam kasus-kasus pelanggaran hak 
konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang 
bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan 
kepada pihak-pihak terkait. 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengubah paradigma lama 
yang kurang berorientasi kepada kepentingan hak konsumen Pasal 63 butir c 
UUPK teleh menempatkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti 
kerugian atas pelanggaran dan norma-norma UUPK, disamping di jatuhkan 
sanksi pidana pokok berupa: 
1
  
1. Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);  
2. Pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);  
Ada 2 hal yang perlu dicermati pada Pasal 22 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen  tersebut:
2
  
a. Dikatakan sebagai kasus pidana, apabila unsur-unsur suatu tindak pidana 
sesuai dengan sistem pidana telah dijalanlan, seperti penyidikan, penuntutan 
suatu tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.  
                                                          
1
 Pasal 63 butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
2
 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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b. Kasus pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 22 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen tersebut terkait dengan ketentuan-ketentuan Pasal 
19 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 UUPK. Pasal 19 ayat (4) UUPK 
menegaskan bahwa pemberian ganti kerugian oleh pelaku usaha atas 
kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 
barang dan jasa tidaklah menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian terbalik tentang ada atau tidaknya unsure 
kesalahan. 
Berikut adalah Pertanggung Jawaban Dan Cara Penyelesaian Tuntutan 
Konsumen LPG 3 Kg Terhadap Kelalaian PT. Pertamina:
3
 
1. Tanggung Jawab Produsen atau Pelaku Usaha.  
Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha yang disebutkan yakni 
tanggung jawab Agen (Penyalur) dan Pangkalan (Sub Penyalur) dibawah 
naungan Hiswana Migas yang membina dan mengawasi sebagai jembatan 
PT.Pertamina memberikan sanksi untuk setiap pelanggaran yang berkaitan 
dengan LPG 3 Kg. Dalam hal ini berupa pelonjakan harga yang diberikan 
oleh Pangkalan (Sub Penyalur), jika hal tersebut dilakukan maka pemerintah 
memberikan sanksi berupa peringatan pertama yang disampaikan melalui 
Agen (Penyalur) yang bersangkutan apabila hal tersebut diulangi maka 
langkah selanjutnya yang ditempuh yakni memberikan sanksi berupa 
pemberhentian izin berdiri.  
                                                          
3
 Ali Umar Harahap, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas 
Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999  (Studi pada Masyarakat Kota Medan)”, USU 
Law Jurnal, Vol. 4 No.1 tahun 2016, hlm. 10-11. 
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2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebelum Berlakunya Undang-
Undang Perlindungan Konsumen.  
Sekalipun berbagai instrument hukum umum atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku umum, baik hukum perdata maupun hukum publik 
dapat digunakan untuk menyelesaikan lingkungan hubungan dan masalah 
konsumen dengan penyedia barang dan atau jasa, tetapi hukum umum ini 
mengandung berbagai kelemahan dan menjadi kendala bagi konsumen 
dalam memperoleh perlindungan baik yang berkaitan dengan materi 
hukumnya, hukum acara, maupun yang berkenaan dengan asas-asas hukum 
yang termuat didalamnya.  
KUHPerdata dan KUHDagang tidak mengenal istilah konsumen. Hal ini 
dikarenakan pada saat Undang-undang ini diterbitkan dan diperkenalkan di 
Indonesia tidak dikenal istilah konsumen. Semua subjek hukum dalam 
peraturan diatas adalah konsumen subjek hukum pembeli, penyewa, 
tertanggug atau penumpang terdapat dalam KUHPerdata dan KUHDagang 
tidak membedakan apakah mereka itu sebagai konsumen akhir dan 
konsumen antara.  
Hukum perjanjian (buku ketiga KUHPerdata) menganut asas umum 
kebebasan berkontrak, sistem terbuka dan merupakan hukum pelengkap. 
Asas kebebasab berkontrak memberikan pada setiap orang hak untuk 
mengadakan berbagai kesepakatan sesuai kehendak dan persyaratan yang 
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disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat sebjektif dan objektif 
asalkan sahnya suatu persetujuan tetap dipenuhi.
4
  
Banyaknya ketidakadilan yang dialami konsumen, maka dengan 
berpedoman kepada Guidelines for Consumer Protection ada 3 hal yang 
harus dimuat dalam piranti hukum, yaitu:
5
  
a Perangkat hukum yang memungkinkan konsumen atau organisasi terkait 
untuk memperoleh penyelesaian melalui prosedur yang informal, cepat 
dan murah dan terjangkau terutama untuk menampung kebutuhan 
konsumen yang berpenghasilan rendah.  
b Penyelesaian sengketa secara adil, informal yang menerapkan 
mekanisme sukarela.  
c Tersedianya informasi penyelesaian ganti kerugian dan prosedur 
penyelesaian sengketa lainnya bagi konsumen.  
Perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan haruslah senantiasa 
disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dan pelaku usaha 
dengan prinsip kesetaraan dan berkeadilan. Piranti hukum ini tidak 
dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru 
mendorong iklim usaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh 
dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan dan penyediaan barang 
dan jasa yang berkualitas.  
                                                          
4
 Pasal 1320 KUHPerdata, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat 
syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu, 4) suatu sebab yang tidak terlarang.  
5
 Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen Teori & Praktik Penegakan hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.   
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3. Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlinduna Konsumen.  
Pemahaman pengertian sengketa konsumen dalam kerangka Undang-
undang Perlindungan Konsumen dapat kita lakukan dengan metode penafsiran:  
Pertama, batasan konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, berikut kutipan batasan keduanya:  
Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang 
tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain 
maupun makhluk hidup yang hidup dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 
1 angka 2 UUPK).
6
 Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3 UUPK).
7
 kedua, batasan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 1 angka11 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa yang dimaksud 
dengan sengketa konsumen yaitu sengketa pelaku usaha dan konsumen, 
Pelaku usaha yang dimaksud adalah:  
a. Setiap orang atau individu  
b. Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.  
                                                          
6
 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.   
7
 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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Selengkapnya Pasal 1 angka 11 berbunyi:
8
 
“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas 
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”  
 Sengketa sesama pelaku usaha adalah bukan sengketa konsumen karena 
itu ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen tidak ada digunakan untuk menyelesaikannya. Menurut UUPK, 
penyelesaian sengketa konsumen memiliki ke khasan karena sejak awal para 
pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan dapat 
menyelesaikan sengketa tersebut mengikuti beberapa lingkup pengadilan, 
misalnya peradilan umum dan konsumen dapat meyelesaikannya perselisian 
itu di luar pengadilan.  
Pertegas dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK Tentang Penyelesaian 
Sengketa, yang mengatakan 
9
 “Penyelesaian sengketa konsumen dapat 
ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan 
sukarela para pihak yang bersengketa. Dengan demikian berdasarkan 
ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK dihubungkan dengan penjelasannya, 
maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan 
melalui cara-cara sebagai berikut:
10
  
1) Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan 
konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. 
                                                          
8
 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
9
 Lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen.  
10
 Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Cetakan Pertama, Jakarta 
Djambatan), 2000, hlm.224  
89 
 
Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara-cara damai tanpa mengcu 
pada kentuan-ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang 
pengertian syaratsyarat dan kekuatan hukum dan mengikat perdamaian 
(dading).  
2) Penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian melalui pengadilan 
mengacu kepada ketentuanketentuan hukum pada peradilan umum 
tersebut.  
3) Penyelesaian di luar pengadilan, melalui Badan Penyelesaian Sengketa   
Konsumen (BPSK).  
 
B. Regulasi Distribusi LPG 3 Kg sebagai Wujud Perlindungan Konsumen 
Perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen terlihat begitu 
jelas ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
telah memberi harapan begitu besar bagi konsumen, hal ini dikarenan seorang 
konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi 
segala kepentingan-kepentingan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa 
khususnya konsumen pemakai dan pengguna LPG 3 kg.  
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan LPG 3 Kg 
merupakan hal yang sangat penting, mengingat kedudukan konsumen yang 
sangat lemah akan haknya. Sehingga konsumen terkadang sering merasa 
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dirugikan oleh pelaku usaha yang di sini sebagai Agen (Penyalur) dan 
Pangkalan (Sub Penyalur). 
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 
2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquied Petroleum Gas 
Tabung 3 Kg pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan di Provinsi Jawa 
Tengah, bahwasanya HET (Harga Eceran Tertinggi) telah ditetapkan 
pemerintah untuk tingkat Agen (Penyalur) ke Pangkalan (Sub Penyalur) 
dengan harga Rp. 14.250,- kemudian untuk Pangkalan (Sub Penyalur) kepada 
masyarakat dengan harga Rp. 15.500,-. Apabila ketentuan tersebut dilanggar 
oleh sub penyalur/pangkalan maka langkah awal yang ditempuh pemerintah 
melalui penyalur/agen yakni memberikan sanksi pelanggaran berupa 
peringatan kepada pemilik sub penyalur/pangkalan. Tidak hanya peringatan 
untuk memberikan efek jera kepada sub penyalur/pangkalan akan tetapi jika 
hal tersebut berlanjut dapat diberhentikan paksa dan dicabut izin berdirinya. 
 Kemudian pemerintah memberikan langkah penyelesaian sengketa 
konsumen dilakukan oleh majelis yang dibentuk oleh Ketua Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dibantu oleh panitera terdiri dari: 
 
1. Ketua merangkap anggota  
2. Wakil ketua merangkap anggota  
3. Anggota  
Susunan majelis BPSK harus ganjil dengan ketentuan minimal 3 orang 
yang memiliki semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) 
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UUPK yaitu unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Salah satu 
anggota majelis tersebut wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang 
hukum, Ketua Majelis BPSK harus dari unsure pemerintah, walaupun tidak 
berpendidikan hukum. 
Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak 
konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dan UUPK menentukan pelaku 
usaha dalam hal ini PT. Pertamina bertanggung jawab memberikan ganti rugi 
atas kerugian konsumen akibat penggunaan LPG 3 Kg yang dihasilkan dan 
diperdagangkan sebagaimana disebut dalam Pasal 19 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen dan ganti rugi tersbut dapat berupa pengembalian 
uang atau pengembalian barang dan jasa yang sejenis dan setara nilianya atau 
perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11
 Disamping itu 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang adanya Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga konsumen dapat melakukan 
gugatan tidak hanya melalui pengadilan tetapi juga dapat dilakukan gugatan di 
luar pengadilan melalui lembaga BPSK.  
 
C. Implementasi Sistem Distribusi LPG 3 Kg di Kecamatan Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar dalam Konsep Mas}lah}ah Mursalah 
Salah satu problematika yang dirasakan masyarakat di Kecamatan 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar, yakni melambungnya harga LPG ketika 
                                                          
11
 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
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pasokan LPG dikurangi. Hal ini memberikan dampak kepada masyarakat 
kecamatan Mojogedang Kabupaten Karnganyar yang mengeluhkan mahalnya 
harga yang ditawarkan sub penyalur/pangkalan maupun pengecer LPG 3 kg. 
Sedangkan pemerintah telah menetapkan harga yang seharusnya menjadi 
ketentuan setiap sub penyalur/pangkalan dan belum menetapkan regulasi 
kepada spekulan (pengecer). 
Permasalahan tersebut bertolak belakang dengan penjelasan bab 
sebelumnya bahwasanya Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan 
muamalah, di mana dalam berbisnis memperhatikan kejujuran, kepercayaan 
dan ketulusan serta keramah-tamahan. Kemudian dalam prinsip muamalah 
berapapun harga yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen walaupun hal 
tersebut dianggap mahal akan tetapi jika kedua belah pihak sama-sama ridha 
maka tetap sah jual beli tersebut. Akan tetapi dalam hal ini pembatasan harga 
diberikan pemerintah kepada mitranya yakni Pangkalan (Sub Penyalur) sebagai 
wujud pemerintah memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin 
Selanjutnya, Mas}lah}ah mursalah merupakan pengambilan manfaat 
kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan 
dengan hal muamalah. Mas}lah}ah sendiri tidak dijelaskan dalam al-Quran 
mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam hadis dan ijma’ juga tidak ada 
kata-kata yang mendukung ataupun menolak mas}lah}ah sebagai metode 
istinbath hukum Islam. 
Bahwasanya Islam merupakan suatu agama yang membawa petunjuk 
bagi umatnya agar memperoleh kebahagian di dunia maupun akhirat, baik 
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kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Pada umumnya petunjuk-petunjuk 
tersebut bersifat global, sehingga semua masalah yang mucul dewasa ini tidak 
dapat ditemukan petunjuknya secara terperinci di dalam sumber ajaran Islam 
(al-Qur’an dan hadits). Namun, petunjuk-petunjuk tersebut dapat ditemukan 
melalui pemahaman terhadap jiwa ajaran agama serta tujuan-tujuan pokok 
syari’at (maqashid al-syari’ah).  
Agama Islam memperkenalkan lima tujuan pokok atau yang lebih sering 
dikenal dengan Asma’ul Khomsah, yang padanya bertumpu seluruh 
tuntunannya, yakni: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan 
akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta benda. Segala petunjuk 
agama, baik berupa perintah maupun larangan, pasti pada akhirnya 
mengantarkan umat manusia kepada satu atau lebih dari kelima hal pokok di 
atas. Selanjutnya, semua langkah kebijaksanaan yang bermuara kepada salah 
satu dari kelima hal di atas dapat menjadi tuntunan agama.  
Tidak berbeda dalam konteks permasalahan Pembatasan Harga Jual LPG 
3 Kg Bersubsidi, di dalam al-Qur’an maupun Hadits tidak ditemukan 
argumentasi khusus yang berbicara tentang permaslahan tersebut. Namun 
argumentasi tersebut dapat ditemukan melalui pemahaman terhadap jiwa ajaran 
agama serta tujuan pokok syari’at (maqashid al-syari‟ah). Dari sini penulis 
membangun analisis melalui latar belakang dirumuskannya Pembatasan Harga 
Jual LPG 3 Kg Bersubsidi. Karena dalam menetapkan hukum menyangkut soal 
muamalah dalam pengertiannya yang luas menuntut penelitian menyangkut 
latar belakangnya agar dapat ditetapkan hukum yang sesuai. Jika tidak 
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demikian, maka kesesuaian ajaran Islam dengan setiap waktu dan tempat dapat 
diragukan.
12
 
Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi yang di tinjau dari segi 
Mas}lah}ah Mursalah, pembatasan dilakukan oleh pemerintah untuk membantu 
masyarakat yang kurang mampu dalam pembelian LPG 3 Kg. Terdapat dua 
macam harga jual yakni harga jual yang wajar (diperbolehkan) dan harga jual 
yang tidak wajar (tidak diperbolehkan). Dari segi kemaslahatan harga jual yang 
bersifat wajar dan saling sukarela antara pelaku usaha dan konsumen 
diperbolehkan dalam Islam.  
Dalam proses jual beli tersebut sudah terdapat penaksiran yang sudah 
umum dilakukan oleh para konsumen. Bahkan akad tersebut sudah menjadi 
kebiasaan yang dilakukan, yang menjadi pengantar dalam berlangsungnya 
akad, sesuai dengan kesepakatan dari pelaku usaha dan konsumen tidak ada 
satu keraguan akan dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi oleh pihak 
konsumen. 
Bahkan dalam jual beli ini menurut analisis penulis banyak 
mendatangkan dampak positif dikalangan mayoritas masyarakat di bagi para 
pelaku usaha, karena bisinis tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian 
yang sudah melekat di kalangan mayoritas masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya ketika bisinis tersebut tidak 
dibolehkan maka akan menimbulkan problematika di kalangan tersebut, 
                                                          
12
Muhammad Quraish Shihab, Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahuai, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2008), Hlm. 454. 
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sehingga jual beli yang terdapat sangat membantu untuk mensejahterakan 
perekonomian masyarakat.  
Berdasarkan macam-macam mas}lah}ah mursalah  untuk menentukan 
keterkaitan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Berdasarkan Eksistensi kemaslahatanya 
Berdasarkan eksistensinya Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg 
Bersubsidi ini dalam takaran kemaslahatanya termasuk dalam golongan al-
Maṣlaḥah al-Mursalah. Dimana secara eksplisit tidak ada satu dalilpun baik 
yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karna perkembangan 
maṣlaḥah jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan 
sebuah masyarakat dalam mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh 
perkembangan kondisi dan lingkungan dimana maslahah jenis ini tumbuh.  
Seperti yang dipaparkan oleh Asy-syatibi bahwasanya setiap prinsip 
Syara’ yang tidak disertai bukti Nash Khusus, namun sesuai dengan 
kehendak Syara’. Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi ini dalam 
aturan Syara’ maupun aturan Islam tidak ada nash yang menyebutkannya, 
akan tetapi isi dari Pembatasan Harga Jual tersebut tidak bertentangan 
dengan kerangka yang di tetapkan oleh syara’. 
2. Berdasarkan Strata Kemaslahatan  
Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi dalam strata 
kemaslahatannya tergolong Maslahat Hajiyat, dimana ketika kebutuhan ini 
tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan 
96 
 
mengalami kesulitan, sedangkan dalam ajaran agama Islam mengajarkan 
untuk menghindari segala kesulitan.  
Dari sisi kemaslahatan yang ingin dicapai dari perumusan Pembatasan 
Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi ini tidak lain adalah agar pelaku usaha 
dapat menyadari mengenai pemenuhan hak-hak dasar konsumen/masyarakat 
sesuai dengan UUPK yang berlaku di Indonesia. Apabila tidak ada 
pembatasan harga jual LPG 3 Kg tersebut dapat mengancam eksistensi 
amar ma’ruf nahi mungkar. 
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BAB V  
PENUTUP  
  
A. KESIMPULAN   
Berdasarkan penelitian skripsi mengenai Perlindungan Konsumen dalam 
Pembatasan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar (Analisis Mas{lah{ah Mursalah) di atas dapat 
disimpulkan sebagai berikut:  
1. Regulasi mengenai pembatasan harga cukup baik, hanya saja kurang 
terealisasikan dengan benar misalnya, tidak adanya sosialisasi untuk pelaku 
usaha menjadikan peraturan yang seharusnya ada terabaikan. Seperti halnya 
pula pada pernyataan pengecer yang bebas menjual LPG 3 Kg bersubsidi 
dengan harga yang tak semestinya atau mahal. Di Kecamatan Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar sistem pendistribusiannya bagus dalam supply LPG 
3 Kg, sudah diedarkan “Loogbook” untuk kontrol supply, hanya saja kurang 
pengawasan sehingga peredaran kurang tepat sasaran.   
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen sangatlah penting, perhatian 
pemerintah dan lembaga dibawah naungannya terhadap perlindungan 
konsumen begitu diperlukan untuk menindaklanjuti pelaku usaha ketika 
melakukan pelanggaran terhadap konsumen pengguna LPG 3 Kg. Dalam hal 
ini konsumen LPG 3 Kg merasakan adanya kecurangan HET (Harga Eceran 
Tertinggi) pada pihak Agen (Penyalur) dan Pangkalan (Sub Penyalur), 
konsumen/ masyarakan dapat mengadukannya di DPC (Dewan Perwakilan 
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Cabang) Hiswana Migas pada daerahnya masing-masing. Kemudian untuk 
para spekulan (pengecer) belum ada hukum mengikat mengenai HET 
menjadi imbauan bagi pemerintah kota (Pemkot). Dilihat dari segi 
perlindungan Konsumen kurang terlindungi, karena beberapa alasan antara 
lain: regulasi masih sangat lemah hanya berupa imbauan saja, pengawan 
minim dan kurang memadai, serta mata rantai pendistribusian tidak 
terkontrol.  
3. Tindakan yang dilakukan oleh Negara untuk memproteksi itu merupakan 
upaya untuk menjaga kemas}lah}atan konsumen dan jaminan layanan warga 
negara. Kemudian analisis Mas{lah{ah Mursalah digunakan untuk melihat 
dari perspektif hukum Islam tentang perlindungan hukum bagi konsumen 
terhadap pembatasan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditinjau untuk 
kemaslahatan masyarakat. Memperjuangkan hak-hak konsumen/masyarakat 
miskin/kurang mampu untuk mendapatkan hak-hak yang selayaknya.   
B. SARAN  
Setelah melakukan penelitian tentang di atas dapat ditarik saran sebagai 
berikut:  
1. Bagi pemerintah dan lembaga di bawah naungannya dalam memberlakukan 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
hendaknya mempertegas prinsip tegas sebagai pertanggungjawaban pelaku 
usaha terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Serta secara cepat segera 
menindaklanjuti pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam 
pendistribusian LPG 3 Kg, maupun mengenai HET (Harga Eceran 
Tertinggi). 
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2. Kepada para pelaku usaha, sudah selayaknya memberikan pelayanan yang 
terbaik untuk pemenuhan hak-hak konsumen, prinsip kejujuran dan amanah 
sangat diperlukan dalam jual beli.  
3. Seluruh lapisan masyarakat diperlukan sosialisasi melalui penyuluhan untuk 
meningkatkan kesadaran hak-hak konsumen sebagai bagian dari hak-hak 
keperdataan khususnya mengenai barang atau produk.   
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LAMPIRAN 
A. DRAFT WAWANCARA 
 Draf Pertanyaan Hiswana Migas Surakarta 
1. Bagaimana sejarah berdirinya HISWANA MIGAS Surakarta? 
2. Apa saja tugas dari HISWANA MIGAS Surakarta? 
3. Bagaimana pembagian struktur organisasi HISWANA MIGAS Surakarta? 
4. Bagaimana upaya pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 Kg 
Bersubsidi? 
5. Siapa yang menjadi pengawas dalam pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi?  
6. Bagaimana upaya pembinaan terhadap pelaku usaha baik agen maupun sub 
penyalur (pangkalan) yang melakukan kecurangan? 
Misalnya:  
a. Pada agen yang melakukan kecurangan mendistribusikan LPG 3 Kg di 
luar rayon/wilayahnya. 
b. Pada sub penyalur/pangkalan tidak menjual sesuai HET dan bermental 
pengecer. 
7. Sanksi apa yang diberikan apabila dalam penyaluran LPG 3 Kg terdapati 
melakukan kecurangan? Dalam hal ini mengenai HET (Harga Eceran 
Tertinggi) pada tingat sub penyalur/pangkalan yang telah ditetapkan pada 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 tahun 2015 dalam Diktum 
KETIGA. 
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8. Bagaimana upaya menangani pelonjakkam harga LPG 3 Kg Bersubsidi?  
Ada beberapa faktor yang menyebabkan melonjakknya harga LPG 3 Kg pada 
tingkat konsumen (masyarakat) antara lain: 
a. Faktor spekulasi/kelangkaan 
b. Faktor biaya, dalam hal ini modal yang dikeluarkan oleh sub 
penyalur/pangkalan  
9. Mengenai perhitungan jumlah pangkalan di tingkat kecamatan, apakah ada 
data jumlah sub penyalur/pangkalan pada tingkat kecamatan? 
10. Apabila perhitungan tersebut ada, siapa yang ditugaskan untuk menghitung 
atau mendata jumlah sub penyalur/pangkalan pada tingkat kecamatan? 
11. Apakah ada syarat khusus untuk mendirikan sebuah sub penyalur/pangkalan? 
12. Bagaimana upaya HISWANA MIGAS Surakarta meningkatkan jaminan 
pelayanan konsumen (masyarakat)?  
13. Melonjaknya harga juga disebabkan belum adanya ketentuan mutlak HET 
untuk para spekulan (pengecer) LPG 3 Kg? Spekulan (pengecer)=tidak dapat 
dikontrol dan belum ada aturan yang mengikat dampaknya dapat meresahkan 
masyarakat saat supply lancar maupun saat gangguan. 
14. Bagaimana harapan supply dilapangan dari Hiswana Migas, untuk penertiban 
dalam penditribusian? Berupa pemetaan supply baik dari LPG 3 Kg, Bright 
Gas maupun LPG 3 Kg 
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15. LPG 3 Kg merupakan barang subsidi, dalam kemasan tertulis “hanya untuk 
masyarakat miskin”, apakah hal tersebut sudah terealisasikan dengan benar? 
(tepat sasaran) 
16. Untuk penggunaan LPG 12 Kg, Bright Gas, dan LPG 3 Kg. Apakah ketiganya 
supply sudah tepat sasaran? 
Misalkan:  
 LPG 12 kg= untuk masyarakat menengah atas 
 Britgh gas=untuk masyarakat menengah atas dan bawah 
 Lpg 3 kg=hanya untuk masyarakat miskin 
17. Apabila dalam sub penyalur (pangkalan) dalam supply sehari habis. Maka apa 
harapan untuk hal tersebut agar tidak terjadi spekulan (kelangkaan)? 
TRANSKIP JAWABAN 
1. Sejarah singkat Hiswana Migas  
Jauh sebelum berdirinya Hiswana Migas, pada tahun 1950-1960 sebenarnya 
di kota kota besar di Indonesia sudah bertebaran kumpulan agen-agen minyak 
asing seperti BPM Shell, Stanvac-Mobil Oil, Caltex, yang menjalankan bisnis 
murni untuk mendapatkan laba dan pangsa pasar yang luas, sesuai keinginan 
perusahaan asing yang meningkat. Lalu, 1960-1965 bermunculan organisasi 
perkumpulan agen-agen minyak secara lokal yang berorientasi nasional, 
seperti Perambu (Perkumpulan Agen Minyak Bumi), Orgami (Organisasi 
Gabungan Minyak Bumi Indonesia). 
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Tetapi, secara nasional dan bekerjasama dengan PN Pertamina, baru pada 
tahun 1965 terbentuk Perusahaan Sejenis Minyak dan Gas Bumi (OPS 
MIGAS), melalui SK Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi, kemudian tahun 
1968 dibentuk Gabungan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi 
(GAPERMIGAS) yang beranggotakan para agen, dealer kontraktor minyak di 
dalam negeri. Semua organisasi tersebut memiliki relevansinya sendiri dengan 
tuntutan dan suasana saat itu. 
Setelah Hiswana Migas terbentuk, yang kemudian menjadi satu-satunya yang 
secara resmi direstui dan diakui oleh Pertamina, terus menerus mendapat 
pembinaan dari Pertamina demi kelangsungan distribusi BBM yang aman dan 
lancar.Pertamina sangat aktif memberikan penyuluhan kepada pengurus dan 
anggota. Bahkan, memberi bantuan fasilitas dalam bentuk gedung kantor dan 
managemen. 
2. Tugas Hiswan a Migas  
a. Sebagai jembatan antara Pertamina dan Rekanan Pertamina mengenai 
kebijakan-kebijakan, aturan-aturan atau perintah dari Negara melalui 
pihak Pertamina. 
b. Membina, Mengawasi dan Mengarahkan anggota/rekanan (SPBU,SPBE, 
AGEN LPG, AGEN PELUMAS). 
c. Melindungi kepentingan anggota. 
3. Pembagian stuktur organisasi Hiswana Migas Surakarta 
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4. Upaya pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 Kg yakni pada setiap 
daerah sudah dibentuk Korwil (Koordinasi Wilayah) untuk upaya pengawasan 
dan pelaporan setiap kegiatan pendistribusian pada setiap rayon distribusi 
LPG 3 Kg. 
5. Kecurangan pada Agen sangat kecil kemungkinan, akan tetapi di tingkat 
Pangkalan begitu rawan kecurangan hal ini disebabkan kurangnya 
pengawasan terutama dari Pemkot (Pemerintah Kota). Apabila diketahui 
pangkalan menjual tidak sesuai HET maka akan terkena sanksi berupa 
pencabutan ijin berdiri. Peringatan dilakukan melalui agen yang 
mendistribusikan LPG 3 Kg kepada pangkalan tersebut. 
6. Hiswana Migas berupaya untuk mengajukan HEN (Harga Eceran Nyata) 
kepada Pemerintah untuk meminimalisir adanya kecurangan pada 
pendistribusian LPG 3 Kg. 
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7. Kelangkaan terjadi karena pesanan barang meningkat sedangkan produksi 
tetap. Hal ini dapat terjadi pada saat musim kering dan pada saat lebaran. 
Untuk upaya menangani kelangkaan tersebut Korwil yang bertugas sebagai 
pengawas wajib melaporkan setiap hari kondisi di lapangan kepada Hiswana 
Migas. 
8. Perhitungan jumlah pangkalan di setiap Kecamatan atau Kabupaten dilakukan 
oleh Dinas Perdagangan kota tersebut. Pada setiap desa minimal harus berdiri 
3 pangkalan, apabila hal tersebut belum terealisasikan maka Hiswana Migas 
berkewajiban mendirikan sebuah pangkalan di daerah yang menurutnya 
kurang untuk pendistribusian LPG 3 Kg. 
9. Syarat mendirikan sebuah pangkalan menurut Hiswana Migas yakni: 
a. Mininal memiliki tabung 50-100 tabung 
b. Perijinan kepada Agen  
10. Peningkatan jaminan pelayanan untuk konsumen dengan mendengarkan 
keluhan masyarakat. Misalkan: pangkalan menjual LPG 3 Kg tidak sesuai 
HET, maka konsumen wajib melaporkan pangkalan tersebut kepada pihak 
Hiswana Migas untuk ditindak lanjuti. Akan tetapi hal tersebut masih belum 
disosialisasikan kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak 
mengetahui hal tersebut. 
11. Kenyataannya ada rantai distribusi yaitu spekulan (pengecer) yang tidak bisa 
dikontrol dan belum ada aturan yang mengikat sehingga dapat meresahkan 
masyarakat baik saat supply pertamina lancar maupun tidak. Hal tersebut 
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diluar pengawasan Hiswana Migas melainkan himbauan untuk kebijakan 
Pemerintah kota (Pemkot). 
12. Hiswana Migas sebagai jembatan antara pertamina dan rekanan pertamina 
mengenai kebijakan-kebijakan, aturan-aturan atau perintah dari negara pihak 
pertamina. LPG 3 Kg merupakan barang bersubsidi yang seharusnya 
diberikan hanya untuk rakyat miskin akan tetapi kenyataannya supply barang 
tidak tepat sasaran. Hal ini diluar kewenangan Hiswana Migas akan tetapi 
merupakan kebijakan Pemerintah Kota untuk meningkatkan upaya 
pengawasan pada setiap daerah/kotanya. 
 Draft Pertanyaan Untuk Pangkalan 
1. Bagaimana persyaratan yang diajukan untuk mendirikan pangkalan? 
Kemudian persyaratan tersebut diserahkan kepada siapa? 
2. Berapa jumlah tabung pada pangkalan? 
3. Untuk penyaluran tabung LPG 3 Kg penyaluran dilakukan kepada siapa saja? 
4. Dalam penentuan pembeli apakah luar daerah tetap diperbolehkan membeli 
barang pada pangkalan tersebut? 
5. Dalam seminggu pengiriman supply LPG 3 Kg dilakukan berapa kali? 
6. Mengenai HET (Harga Eceran Tertinggi), apakah sudah terealisasikan dengan 
tepat? Lalu berapakah harga penjualan pada pangkalan? 
7. Untuk upaya pemenuhan konsumen, apakah setuju dengan HET walaupun 
saat supply barang berkurang, tetap atau bahkah bertambah? 
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8. Apa pesan/keluhan yang disampaikan kepada pemerintah terhadap HET 
(Harga Eceran Tertinggi) 
TRANSKIP JAWABAN 
1. Persyaratan yang diajukan untuk mendirikan sebuah pangkalan antara lain: 
a. Kartu Tanda Peduduk (KTP) 
b. Surat Ijin Kelurahan 
c. Surat Ijin Agen 
d. Jumlah tabung berkisar 50-100 tabung (tergantung agen masih ada alokasi 
atau tidak) 
2. Pengiriman dilakukan seminggu 4 kali, misalkan: jumlah tabung 400 tabung 
dikirim per-minggu sebanyak 100 tabung. Tiap pangkalan mengeluhan pada 
saat tabung langka jumlah pengiriman dikurangi sedangkan pesanan melonjak 
naik. 
3. Pendistribusian yang benar dilakukan untuk rayon yang telah ditetapkan setiap 
daerah. Luar rayon dilarang membeli barang yang bukan pada rayonnya. Dan 
tiap rayon ditandai dengan penutup dengan warna yang berbeda untuk 
meminimalisir kecurangan. 
4. Dari keempat pangkalan Salah satu pemilik pangkalan di Desa Munggur 
Kecamatan Mojogedang Satiman menuturkan: 
“Harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk hasil penjualan/margin LPG 3 
Kg dari Agen ke Sub Penyalur/Pangkalan sangat kecil sehingga tidak dapat 
mengembalikan modal yang dikeluarkan oleh Sub Penyalur/Pangkalan 
sehingga Sub Penyalur/Pangkalan dapat merugi”  
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Oleh sebab itu harga yang telah ditetapkan pemerintah kemudian di 
akumulasikan Sub Penyalur/Pangkalan dari segi modal yang dikeluarkan 
menjadikan harga lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah.  
Harga dari yang ditawarkan dari Agen yakni Rp. 14.250,-/tabung, menurut 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 harga LPG 3 
Kg Subsidi di jual dengan harga Rp 15.500,-/tabung di tingakat Sub 
Penyalur/Pangkalan. Sedangkan pemilik pangkalan mengakui menjual lebih 
dari harga yang telah ditetapkan yakni Rp 17.000,-/tabung bahkan untuk 
penyetoran yang minta diantar bisa dijual Rp 18.000,-/tabung untuk pengganti 
uang bensin. Begitu pula pemilik pangkalan yang lain yakni Haryanto pemilik 
pangkalan di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang dan Mulyanto pemilik 
pangkalan di Desa Gebyok Kecamatan Mojogedang. Haryanto mengatakan 
menjual LPG 3 Kg dengan Harga Rp 16.000,-/tabung untuk usaha mikro dan 
Rp 17.000,-/tabung untuk masyarakat. Mulyanto juga menuturkan hal yang 
sama seperti Haryanto karena pasaran pemilik toko besar sekaligus menjadi 
pangkalan pasarannya dengan harga pasaran. 
Berbeda dengan Satiman, Haryanto, dan Mulyanto sumber pemilik pangkalan 
yang lain yakni dari pemilik salah satu pangklan di Desa Mojoroto Kecamatan 
Mojogedang yang bernama Lucky Abi Tohari mengatakan bahwa:  
“Baik usaha mikro maupun masyarakat LPG 3 Kg dijual sesuai ketetapan 
pemerintah yakni Rp 15.500,-/tabung dengan alasan karena bekerja pada 
pihak agen sebagai penyetor ke Sub Penyalur/Pangkalan”  
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Oleh sebab itu harga yang diberikan Agen ke Sub Penyalur/Pangkalan lebih 
rendah/murah. Kemudian, beliau juga mengetahui sanksi apa yang akan 
diberikan jika menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan 
pemerintah. Pengabdiannya pada Agen yang memaksanya untuk mengikuti 
peraturan yang telah ada. Walaupun sebenarnya beliau sangan ingin menjual 
dari harga yang ditetapkan karena dapat memberikan keuntungan yang lebih 
besar. 
Dari keempat Sub Penyalur/Pangkalan dapat disimpulkan bahwa kecurangan 
harga masih dilakukan oleh Sub Penyalur/Pangkalan meskipun sosialisasi 
bahkan peringatan berupa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sudah 
disampaikan kepada Sub Penyalur/Pangkalan. Faktor biaya menjadi kendala 
utama dalam penertiban ini. Serta kurangnya pengawasan dari KORWIL 
(Koordinasi Wilayah) dan Pemkot (Pemerintah Kota) juga dapat menjadi 
faktor penyebab yang lain. 
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B. Wawancara dengan Ketua Hiswana Migas Surakarta 
 
C. Wawancara dengan Pemilik Pangkalan Wilayah Kecamatan Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar 
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D. Loog Book/ Laporan bulanan dari pihak Pangkalan (Sub Penyalur) 
kepada Agen (Penyalur) 
 
E. Surat Himbauan untuk penjualan tepat sasaran 
 
